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Deforestasi dan degradasi hutan diidenti� kasi sebagai sumber utama gas rumah kaca yang 
berhubungan dengan perubahan iklim. Emisi dari perubahan penggunaan lahan berjumlah 
seperlima dari emisi karbon global saat ini. Selain itu, ada fokus baru dalam upaya memelihara 
hutan yang masih ada—disoroti sebagai salah satu pilihan mitigasi perubahan iklim yang 
paling murah. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di negara-
negara berkembang telah muncul sebagai komponen dari skema perlindungan iklim global 
yang sedang dirundingkan sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto, yang akan berakhir pada 
tahun 2012. 

Laporan ini merangkum kunci pendorong deforestasi dan degradasi hutan, dan pilihan 
kebijakan yang tersedia untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Tulisan ini meninjau 
laju deforestasi saat ini dan isu-isu yang berkaitan dengan pemantauan emisi karbon berbasis 
hutan dan menetapkan kondisi awal. Hasil-hasil penelitian mengenai penyebab langsung dan 
tak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan memberi dasar untuk membuat skema 
pilihan kebijakan REDD, serta menyoroti tantangan yang terkait. Analisis menunjukkan bahwa 
kebijakan perlu untuk mengatasi beragam situasi lokal dan mencakup reformasi ekonomi, 
peraturan dan tata kelola. Tulisan ini memberi kesimpulan dengan merangkum implikasi dari 
analisis untuk pilihan REDD yang saat ini sedang dibahas.
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Kini perhatian dunia internasional kembali tertuju pada hutan—sejak terakhir 
tahun 1992 saat diselenggarakannya Konferensi Bumi di Rio. Laporan Stern 
(2006) dan perkiraan ekonomi yang terkait dengan perubahan iklim telah 
mengingatkan para pembuat kebijakan mengenai pentingnya hubungan 
antara hutan dan iklim: seperlima dari total emisi karbon tahunan saat ini 
berasal dari perubahan penggunaan lahan yang sebagian besar diakibatkan 
oleh deforestasi hutan tropis. Setiap tahunnya, sekitar 13 juta hektar hutan 
hilang dan deforestasi menambah jumlah kandungan karbon di atmosfer 
bumi yang lebih besar dibandingkan dengan emisi yang berasal dari sektor 
transportasi. Dunia tidak dapat terus mengabaikan pengaruh deforestasi 
terhadap pemanasan global. 

Dalam tiga hingga empat tahun ke depan, perdebatan tentang penyertaan 
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing emissions 
from deforestation and forest degradation – REDD), dalam kerangka kebijakan 
nasional maupun skema perlindungan iklim pasca-Kyoto akan marak. Agar 
dapat berhasil, rancangan dan implementasi strategi REDD harus dapat 
diinformasikan oleh penelitian independen yang berkualitas. Penelitian 
tersebut sangat vital dilakukan untuk memastikan bahwa masuknya hutan 
dalam skema perlindungan iklim di masa depan dapat berjalan efektif, efisien 
dan merefleksikan kepentingan masyarakat yang bergantung pada hutan di 
negara berkembang. 

CIFOR memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian tentang penyebab 
utama deforestasi. Portofolio penelitian CIFOR saat ini, meliputi topik-topik 
yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selama 
lebih dari satu dekade terakhir, CIFOR dan mitra-mitranya telah menerbitkan 
lebih dari 50 publikasi mengenai deforestasi, penyebab serta konsekuensinya. 

Kata pengantar
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Tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama adalah menganalisa hasil-
hasil penelitian tentang deforestasi yang telah dilakukan sebelumnya dan 
merangkum temuan-temuan dari penelitian tersebut dalam kaitannya 
dengan pengembangan skema REDD di masa mendatang. Kedua adalah 
menyoroti—penelitian-penelitian dan pengembangan metodologi selanjutnya 
yang dibutuhkan untuk mendukung upaya-upaya di tingkat nasional dan 
internasional dalam menghindari deforestasi dan degradasi hutan. 

Pesan kunci dari tulisan ini adalah bahwa REDD menawarkan peluang baru 
dalam menyikapi ancaman berkepanjangan terhadap hutan, namun demikian 
keberhasilannya akan tergantung dari kemampuan REDD dalam menghadapi 
sejumlah besar kegagalan pasar dan pemerintahan. Memahami penyebab 
deforestasi dan degradasi hutan dewasa ini merupakan langkah awal untuk 
mengatasi tantangan yang ada di depan mata. 

Frances Seymour
Direktur Jenderal CIFOR
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Arena kebijakan global dan nasional yang berfokus pada perubahan iklim telah 
mengidentifikasi deforestasi dan degradasi hutan sebagai salah satu penyebab 
utama emisi gas rumah kaca. Seperlima dari total emisi karbon dunia berasal dari 
perubahan penggunaan lahan dan pemeliharaan hutan yang masih ada, telah 
didengungkan sebagai salah satu pilihan yang paling murah untuk memitigasi 
perubahan iklim. Hasilnya, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan (REDD) di negara-negara berkembang telah muncul sebagai komponen 
penting dari skema perlindungan iklim global, untuk dinegosiasikan sebagai 
pengganti Protokol Kyoto yang akan segera berakhir pada 2012. 

Tujuan tulisan ini adalah untuk merangkum hal-hal yang berkaitan dengan 
penyebab langsung dan tak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan dan 
pilihan kebijakan yang ada untuk mengurangi emisi karbon. Hasil analisis dari 
tulisan ini menekankan bahwa rancangan dan implementasi kebijakan REDD 
tidak dapat sederhana karena kerumitan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan 
dan politik yang berkaitan dengan deforestasi. Umumnya penyebab taklangsung 
dari deforestasi justru terjadi di luar sektor kehutanan dan penggunaan lahan 
untuk tujuan lain biasanya cenderung lebih menguntungkan secara ekonomis 
daripada melakukan konservasi hutan. Kebijakan REDD harus berhadapan 
dengan kenyataan bahwa kelembagaan yang dapat menyelaraskan perilaku 
pelaku ekonomi dengan kepentingan masyarakat pada umumnya lemah dan 
bahwa ada kepentingan berbeda di dalam dan antarnegara.

Kerangka kebijakan REDD yang baik dapat membantu prioritasisasi wilayah 
yang memiliki risiko deforestasi yang tinggi dan kandungan karbon yang 
tinggi serta dapat menjamin kelestarian kesejahteraan masyarakat yang 
bergantung pada hutan. Kerangka yang direncanakan secara matang harus 
ditujukan untuk pengembangan kapasitas manusia untuk dapat bersikap 
kritis, termasuk upaya untuk mengatasi halangan kelembagaan dalam 
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mencapai tujuan ini. Kerangka kebijakan seharusnya terbuka dalam mengatur 
keseimbangan antara efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Hasil analisis yang kami lakukan menyarankan bahwa kebijakan yang dihasilkan 
harus dapat menampung keragaman kondisi lokal. Perubahan kebijakan 
perlu menyertakan reformasi ekonomi, peraturan dan tata-kelola, termasuk 
pencabutan subsidi yang bertentangan, yang memberikan insentif untuk 
membuka hutan, reformasi kebijakan industri hutan yang memungkinkan 
pemanenan hutan yang tidak lestari, pelimpahan hak atas sumberdaya alam 
dan tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pengguna lokal, dan pengakuan 
akan jasa lingkungan berbasis hutan (selain sebagai penyimpan karbon). 
Semua elemen ini merupakan faktor penting dalam melestarikan cadangan 
karbon, sambil tetap memelihara penghidupan masyarakat yang bergantung 
pada hutan. 

Tulisan dimulai dengan ulasan tentang pengetahuan terkini dan data 
mengenai deforestasi. Setelah itu, tulisan ini merangkum isu dan pilihan yang 
berkaitan dengan emisi karbon berbasis hutan dan penetapan kondisi awal 
(baseline) cadangan karbon sebelum kegiatan dimulai. Kemudian, kajian 
tentang hasil-hasil penelitian jangka panjang mengenai penyebab langsung 
dan tak-langsung dari deforestasi juga disajikan. Hasil-hasil penelitian ini 
kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan 
REDD dengan menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah berdasarkan 
kecenderungan yang ada. Kesimpulan dari tulisan ini merangkum implikasi 
dari analisis terhadap rancangan strategi REDD nasional yang saat ini masih 
dalam pembahasan. 



Kegiatan penggunaan lahan, alih-guna lahan dan kehutanan (Land use, land-
use change and forestry – LULUCF) merupakan penyebab utama emisi karbon 
dan kontributor aktif terhadap pemanasan global. Panel Antarpemerintah 
untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 
memperkirakan bahwa sekitar 1,6 milyar ton karbon diemisikan setiap 
tahunnya akibat alih-guna lahan, yang sebagian besar adalah akibat deforestasi 
hutan tropis (Denman dkk. 2007). Angka tersebut merupakan seperlima dari 
emisi karbon global saat ini dan jauh lebih besar dari emisi yang berasal dari 
penggunaan bahan bakar pada sektor transportasi global. 

Dalam Kesepakatan Marrakesh, pencegahan deforestasi tidak diterima sebagai 
kegiatan yang memenuhi syarat dari Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean 
Development Mechanism – CDM) karena masalah-masalah yang terkait dengan 
kebocoran1, yang sangat sulit untuk dihitung secara akurat. Penyerapan atau 
perolehan karbon dan penentuan kondisi awal (baseline) atau cadangan karbon 
sebelum kegiatan dimulai juga dianggap sebagai hambatan besar. Selanjutnya, 
kemungkinan skala kredit karbon yang cukup besar akibat pencegahan 
deforestasi juga berperan dalam membuat keputusan untuk meniadakan 
pencegahan deforestasi dari proyek CDM (Aukland dkk. 2003; Forner dkk. 
2006; de Jong dkk. 2007; Skutsch dkk. 2007).

Untuk merespon keinginan berbagai pihak untuk meninjau ulang deforestasi 
dalam agenda perubahan iklim, Sesi Kesebelas dari Konferensi Para Pihak (the 

1  Menurut Kesepakatan Marakesh, kebocoran dalam proyek CDM didefinisikan sebagai 
perubahan neto dari emisi antropogenik gas-gas rumah kaca, yang terjadi di luar batas proyek 
dan dapat diukur serta disebabkan oleh kegiatan proyek CDM (UNFCCC 2003). 

Pendahuluan1
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Eleventh Session of the Conference of the Parties – COP11), Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Konvensi Perubahan Iklim (United Nation 
Framework for Climate Change Convention – UNFCCC), pada Desember 
2005, meluncurkan proses yang memakan waktu selama dua tahun untuk 
mempertimbangkan kebijakan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi 
di negara-negara berkembang. Proses ini berpusat pada pertimbangan dan 
pengalaman dokumentasi dan pertukaran ilmu pengetahuan, teknik dan 
metodologi yang relevan, termasuk pendekatan-pendekatan kebijakan dan 
insentif positif. Proposal perjanjian internasional pasca 2012 yang mencakup 
pencegahan deforestasi pada negara-negara yang tidak termasuk ke dalam 
Aneks I kini sedang dicermati publik.

Deforestasi terjadi karena berbagai sebab, yang umumnya berasal dari 
luar sektor kehutanan. Pemahaman terhadap penyebab deforestasi sangat 
dibutuhkan untuk mengidentifikasi cara paling tepat untuk menekan 
deforestasi, selain tetap dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang 
hidupnya bergantung pada hutan. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan 
material dan jasa yang sangat berharga bagi masyarakat. Namun, keuntungan 
yang tinggi dari penggunaan lahan alternatif dan kurangnya remunerasi untuk 
jasa ekosistem hutan mengakibatkan perlindungan ekosistem hutan menjadi 
kegiatan yang kurang menguntungkan dan mendorong aktivitas deforestasi.

Pemahaman yang baik tentang pemicu deforestasi dan degradasi hutan telah 
memperkuat nilai hutan sehingga perhatian para pembuat kebijakan dan 
masyarakat pada umumnya, kembali terpusat pada hutan sebagai sebuah 
apresiasi baru terhadap peran hutan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan 
ilkim. Ulasan Stern (2006), diterbitkan oleh Pemerintah Inggris, yang 
menganalisis ekonomi perubahan iklim, menekankan bahwa pencegahan 
deforestasi merupakan salah satu dari empat ‘elemen kunci’ dari kerangka iklim 
internasional di masa mendatang. Ada dua argumentasi mengapa hutan perlu 
disertakan dalam perjanjian iklim mendatang: hutan adalah penghasil emisi 
terbesar namun tidak tercantum dalam Protokol Kyoto dan biaya menekan 
emisi lebih rendah dibanding dengan sektor lainnya. 

Perhatian para pembuat kebijakan dan publik telah terfokus pada kemungkinan 
adanya transfer dana internasional sesuai perjanjian pasca-Kyoto untuk 
membiayai REDD. Estimasi nilai global pembayaran REDD bervariasi yang 
tergantung dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Jika diasumsikan dengan 
nilai karbon konservatif, yaitu sebesar $10 per ton karbondioksida (CO2e), 
maka dapat diestimasikan nilai netto sebesar $150 milyar (Chomitz dkk. 
2007) dan pendapatan per tahunnya sebesar $2,3-12,0 milyar (Ebeling 2006; 
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El Lakany dkk. 2007). Namun dengan asumsi yang lebih positif mengenai 
harga karbon ($10-20/t CO2e) dan pengurangan deforestasi (20-50 persen), 
maka pendapatan per tahun dari REDD diperkirakan sekitar $7-23 milyar 
(El Lakany dkk. 2007). 

Setelah itu, pertanyaan kuncinya menjadi: dapatkah keuangan yang sedemikian 
besar dapat mendorong perlindungan hutan dalam rangka perlindungan 
iklim? Dengan kata lain, dapatkah hutan tumbuh di atas uang? Tujuan tulisan 
ini adalah untuk memberikan sebagian jawaban dari pertanyaan tersebut. 

Tulisan ini menguraikan secara singkat mengenai pengetahuan serta data 
terkini dari laju deforestasi, hasil-hasil penelitian tentang penyebab deforestasi 
dan degradasi hutan, serta pilihan-pilihan kebijakan yang relevan. Tulisan 
ini juga menyoroti isu hangat terkini dalam pembahasan mengenai REDD di 
negara-negara berkembang dengan level transisi hutan yang berbeda-beda. 
Contoh-contoh yang dikemukakan diambil dari berbagai negara tropis, namun 
pengalaman Indonesia yang merupakan tuan rumah UNFCCC COP13, 
mendapat perhatian khusus. Selanjutnya, tulisan ini memberi kerangka pilihan 
reformasi ekonomi, peraturan, dan tata kelola yang mendukung REDD. 
Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan tentang implikasi untuk pertimbangan 
selanjutnya seputar kebijakan baru dalam mendukung implementasi REDD. 
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2.1	 Gambaran laju deforestasi saat ini

Deforestasi merupakan gambaran nyata dari perubahan lingkungan global. 
Laju deforestasi yang sangat tinggi di hutan-hutan tropis telah berdampak 
besar terhadap perubahan iklim, punahnya keanekaragaman hayati, banjir, 
terjadinya pelumpuran dan degradasi tanah. Lebih lanjut, deforestasi 
mengancam kehidupan serta integritas budaya dari masyarakat yang 
bergantung pada hutan dan persediaan hasil hutan kayu dan non-kayu untuk 
generasi mendatang. 

Penggunaan istilah ‘deforestasi’ sangat beragam, oleh sebab itu penting 
untuk memiliki definisi yang tepat. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization – 
FAO) menggunakan dua parameter yang berbeda dalam mendefinisikan 
deforestasi. Pertama, berdasarkan penggunaan lahan, deforestasi didefinisikan 
sebagai konversi lahan hutan untuk penggunaan lain. Kedua, berdasarkan 
tutupan tajuk, deforestasi didefinisikan sebagai penurunan jangka panjang 
tutupan tajuk di bawah ambang 10 persen. Kedua definisi tersebut dapat 
mengakibatkan masalah dalam menilai deforestasi di lapangan—definisi yang 
pertama membutuhkan definisi hutan yang jelas dan tidak ambigu2, sementara 
definisi yang kedua mengindikasikan ambang sebarang. 

Apa yang kita ketahui tentang 
deforestasi? 

2

2  Hutan didefinisikan sebagai: Lahan yang memiliki luasan lebih dari 0,5 hektar dan ditumbuhi 
pohon dengan tinggi lebih dari 5 meter, serta tutupan kanopi lebih dari 10 persen, atau pohon-
pohon yang mampu mencapai ambang ini secara in situ. Definisi ini tidak mencakup lahan yang 
didominasi oleh pertanian atau perkotaan (Penman dkk. 2003).
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Protokol Kyoto juga memasukkan definisi deforestasi dalam Pasal 3.3, 3.4 dan 
12.3 Di sini definisinya mengikuti pendekatan penggunaan hutan, dengan 
definisi yang ditentukan dari tiga parameter: tinggi pohon, tutupan kanopi, 
dan areal minimal. Para pihak bisa menentukan parameter ini dengan fleksibel 
(Penman dkk. 2003).

Metode berdasarkan resolusi spasial, ukuran sampel dan skala waktu yang 
berbeda dapat menghasilkan estimasi deforestasi yang sangat berbeda pula. 
Namun demikian, jika estimasi laju deforestasi menggunakan metode yang 
konsisten diaplikasikan untuk seluruh wilayah dan periode waktu, maka 
masalah tersebut akan berkurang. 

Metode estimasi deforestasi yang telah banyak digunakan secara global 
adalah Forest Resources Assessment (FRA) (FAO 2005). FRA dari FAO ini 
mengestimasikan bahwa areal hutan global saat ini kurang dari 4 milyar hektar 
(sekitar 30 persen dari luas daratan) dengan penyebaran yang tidak merata, 
sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1. 

FRA dari FAO itu juga menekankan bahwa deforestasi terus berjalan dengan 
tingkat yang mengkhawatirkan. Angka terbaru menunjukkan bahwa 13 juta 
hektar hutan hilang setiap tahunnya, jauh lebih besar dari angka kehilangan 
hutan sebesar 7,3 juta hektar per tahun untuk periode 2000-2005. Namun 
demikian, perlu diingat bahwa angka ini menurun sekitar 17 persen dari 
periode 1990-2000, pada saat rata-rata kehilangan hutan mencapai 8,9 juta 
hektar per tahun. Perlu diingat juga bahwa penilaian skala besar FRA dalam 
tiga dasawarsa (1980, 1990, 2000) itu menggunakan metode yang berlainan. 
Perbandingan angka antar waktu mengakibatkan masalah besar, terutama di 
tingkat nasional. 

Wilayah yang memiliki tingkat deforestasi paling tinggi adalah Amerika 
Selatan, yaitu 4,3 juta hektar per tahun, diikuti oleh Afrika dengan 4 juta hektar 
per tahun (Tabel 2). Pada periode 2000-2005, Brazil saja telah kehilangan lebih 
dari 3,1 juta hektar hutan, kebanyakan dikonversi ke padang rumput dan 
Lembah Amazon masih tetap menjadi hotspot utama deforestasi hutan tropis. 

3  Dalam konteks Protokol Kyoto, seperti ditetapkan oleh Kesepakatan Marrakesh, lihat 
paragraf 1 Aneks untuk menyusun keputusan -/CMP.1 (Penggunaan lahan, perubahan 
penggunaan lahan dan kehutanan) yang tertuang dalam dokumen FCCC/CP/2001/13/Add.1, 
halaman 58 (UNFCCC 2001).
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Tabel 2.	 Perbedaan laju deforestasi berdasarkan wilayah (FAO, FRA 2005)

Wilayah/Sub-wilayah
1990-2000 2000-2005

1 000 ha % 1 000 ha %

Afrika Timur dan Selatan 	 -1 731 	 -0,71 	 -1 702 	 -0,74

Afrika Utara 	 -1 013 	 -0,72 	 -982 	 -0,73

Afrika Barat dan Tengah 	 -1 631 	 -0,56 	 -1 356 	 -0,48

Afrika–total 	 -4 375 	 -0,64 	 -4 040 	 -0,62

Asia Timur 	 1 751 	 0,81 	 3 840 	 1,65

Asia Selatan dan Tenggara 	 -2 578 	 -0,83 	 -2 851 	 -0,98

Asia Barat dan Tengah 	 34 	 0,08 	 14 	 0,03

Asia–total 	 -792 	 -0,14 	 1 003 	 0,18

Eropa–total 	 877 	 0,09 	 661 	 0,07

Karibia 	 36 	 0,65 	 54 	 0,92

Amerika Tengah 	 -380 	 -1,47 	 -285 	 -1,23

Amerika Utara 	 17 	 n.s. 	 -101 	 -0,01

Amerika Utara dan Tengah–total 	 -328 	 -0,05 	 -333 	 -0,05

Oseania–total 	 -448 	 -0,21 	 -356 	 -0,17

Amerika Selatan–total 	 -3 802 	 -0,44 	 -4 251 	 -0,50

Dunia 	 -8 868 	 -0,22 	 -7 317 	 -0,18

Catatan: Persentase menunjukkan proporsi sisa hutan yang hilang dan tumbuh setiap tahunnya, 

dalam periode masing-masing. 

Tabel 1.	 Data hutan global dan persentase penutupan total berdasarkan 
sub-wilayah (Sumber: FAO, FRA 2005)

Wilayah/Sub-wilayah Areal hutan (1.000 ha) % Areal Lahan

Afrika Timur dan Selatan 226 534 27,8

Afrika Utara 131 048 8,6

Afrika Barat dan Tengah 227 829 44,1

Afrika–total 635 412 21,4

Asia Timur 244 862 21,3

Asia Selatan dan Tenggara 283 127 33,4

Asia Barat dan Tengah 43 588 4,0

Asia–total 571 577 18,5

Eropa–total 1 001 394 44,3

Karibia 5 974 26,1

Amerika Tengah 22 411 43,9

Amerika Utara 677 464 32,7

Amerika Utara dan Tengah–total 705 849 32,9

Oseania–total 206 254 24,3

Amerika Selatan–total 831 540 47,7

Dunia 3 952 025 30,3
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Data yang ada tidak mendukung klaim bahwa Sahel Afrika merupakan hotspot 
desertifikasi (Lepers dkk. 2005). 

Berdasarkan persentase laju deforestasi per tahun (yaitu hilangnya hutan di 
wilayah tertentu dibandingkan dengan areal hutan yang masih ada), Amerika 
Tengah dan Asia Tenggara memiliki laju deforestasi paling tinggi. Saat ini, 
konsentrasi terbesar perubahan tutupan lahan terjadi di Asia, terutama 
degradasi lahan kering. Rata-rata laju deforestasi di Asia Selatan dan Tenggara 
adalah sekitar satu persen, dengan angka kehilangan hutan Indonesia sebesar 
dua persen per tahun selama periode 2000-2005. Pada saat yang sama, terjadi 
peningkatan reforestasi di sejumlah negara Asia. India dan Bangladesh telah 
berhasil menstabilkan tutupan hutannya, dan Cina telah meningkatkan jumlah 
tutupan hutannya menjadi 4,1 juta hektar (2,2 persen per tahun), dua kali lipat 
dari tahun 1990-an.

Selain FRA dari FAO, ada beberapa studi lain untuk mengestimasi laju 
deforestasi hutan tropis. Sebagai contoh, Tropical Ecosystem Environment 
Observation by Satellite (TREES), yaitu sebuah proyek yang menggunakan 
sampel data resolusi tinggi untuk memperkirakan hilangnya hutan di hutan 
tropis basah. Dua sumber ini agak sepakat dalam mengestimasi besarnya 
deforestasi bruto di dua benua selama tahun 1990-an: di Amerika Latin sekitar 
4,4 juta hektar per tahun dan di Asia 2,8 juta per tahun. Namun demikian, 
terdapat ketidaksepahaman besat berkaitan dengan hutan kering dan savana 
di Afrika (Chomitz dkk. 2007: Tabel 3). 

Perbedaan laju deforestasi yang dilaporkan terjadi karena adanya perbedaan 
definisi dan metode yang digunakan. Sebagai contoh, ketika estimasi didasarkan 
pada penginderaan Landsat, laju deforestasi di Indonesia pada akhir 1990-an 
adalah 1,7 juta hektar per tahun (Holmes 2000). Estimasi yang dikeluarkan 
setelah itu oleh FAO, berdasarkan negara yang melaporkan, adalah 1,9 juta 
hektar per tahun (FAO 2007 dalam Stibig dkk. 2007).

Mathews (2001) dan Lepers dkk. (2005) menyajikan analisis mengenai 
definisi dan metode yang digunakan pada penilaian tutupan hutan dan data 
deforestasi yang berlainan pada dekade ini. Kedua tulisan tersebut menyadari 
adanya kelemahan dari pengetahuan kita tentang tutupan hutan dan 
menekankan kebutuhan yang mendesak untuk menetapkan standar definisi 
dan metode global untuk pengumpulan informasi kondisi awal dari tutupan 
hutan dan perubahannya. Pada suatu situasi ideal, sistem pemantauan yang 
komprehensif dan disepakati semestinya dapat menghasilkan data dan 
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indikator tutupan hutan yang frekuensinya lebih sering daripada hanya 
sekali tiap dekade, untuk menampung kebutuhan akan informasi terkini bagi 
pesatnya perkembangan proses REDD. Upaya ini dapat diselaraskan melalui 
kemitraan global dari berbagai aktor dalam menyediakan data dan analisis 
yang dibutuhkan untuk skema iklim pasca-2012 dan inisiatif REDD.

Berbagai metode yang sesuai telah tersedia untuk menganalisis data satelit 
dalam mengukur perubahan tutupan hutan. Metode-metode tersebut 
berkisar dari interpretasi foto visual hingga analisis digital yang canggih 
dan dari pemetaan lengkap ke analisis titik panas (hotspot) dan sampling 
statistik. Variasi metode dapat diaplikasikan tergantung pada kemampuan 
nasional, pola deforestasi dan karakteristik hutan. Sementara metode 
baru yang canggih dapat digunakan di masa depan, tantangan terbesarnya 
adalah kemampuan mengukur deforestasi di masa lalu secara akurat, untuk 
keperluan kondisi awal nasional (lihat di bawah).

Satu lagi hambatan utama dalam mengimplementasikan sistem REDD 
nasional adalah biaya, dan akses ke data resolusi tinggi yang dibutuhkan 
untuk memantau perubahan tutupan hutan secara efektif. Hanya sedikit 
negara berkembang yang telah memiliki sistem operasional yang cukup baik 
untuk memantau deforestasi pada skala nasional. Brasil dan India adalah 
contoh dua negara yang sanggup melakukannya, walaupun sistem mereka 
belum berdasarkan pada data resolusi tinggi. Negara-negara ini telah memiliki 
stasiun penerima data penginderaan jauh (data Landsat atau Terra) dan/atau 
satelit nasional (secara berturut-turut IRS atau CBERS). Negara-negara lainnya 
telah melakukan penilaian hutan menggunakan produk penginderaan jauh, 
termasuk Peru, Bolivia dan Indonesia (DeFries dkk. 2007).

Tabel 3.	 Perkiraan deforestasi tahunan 1990–1997 (dalam juta hektar) 
	 (Sumber: Archard dkk. 2002; Chomitz dkk. 2007)

Hutan basah Hutan Kering

Tipe perubahan 
hutan

Amerika Latin 
dan Karibia 

kecuali Brasil

Amazon 
Brasil

Afrika Asia Amerika 
Latin dan 
Karibia

Afrika

Deforestasi 1.08 ± 0.55 1.43 ± 0.88 0.85 ± 0.30 2.84 ± 0.90 1.9 ± 1.1 1.5 ± 0.6

Degradasi 0.61 ± 0.46 0.22 ± 0.21 0.39 ± 0.19 1.07 ± 0.44 n.s n.s.

Pertumbuhan 
kembali

0.20 ± 0.11 0.08 ± 0.11 0.14 ± 0.11 0.53 ± 0.25 n.s. 0.07 ± 0.05
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Degradasi hutan sebaiknya tidak dikategorikan sebagai deforestasi. Terdapat 
banyak definisi degradasi hutan yang berkaitan dengan tutupan kanopi, fungsi 
ekologi, persediaan karbon dan atribut hutan lainnya (Penman dkk. 2003). 
Dalam konteks skema REDD, degradasi hutan dapat didefinisikan sebagai 
kehilangan sebagian biomassa akibat pembalakan atau penyebab lainnya. 
Walaupun emisi karbon tidak dapat diukur per areal unit, sebagai hilangnya 
hutan secara menyeluruh melalui deforestasi, terkadang pertumbuhan kembali 
vegetasi menyebabkan kehilangan itu bersifat sementara saja, degradasi hutan 
terjadi di wilayah yang sangat luas dan dapat berkontribusi secara signifikan 
terhadap emisi yang dihasilkan oleh hilangnya hutan (Asner dkk. 2005). 
Memantau degradasi memiliki tantangan teknis yang lebih besar daripada 
memantau deforestasi dan metode identifikasi degradasi hutan dengan 
penginderaan jarak jauh membutuhkan data dengan resolusi yang tinggi 
(DeFries dkk. 2007).

2.2	 Transisi hutan

‘Transisi hutan’ merupakan proses yang amat panjang dimana pembangunan 
ekonomi mengakibatkan pola hilangnya hutan yang diikuti dengan pemulihan 
hutan (lihat Mather 1992; Rudel dkk. 2005; Kauppi dkk. 2006; Mather 2007). 
Seperti diperlihatkan pada Gambar 1, deforestasi yang terjadi pada fase awal 
pembangunan dipicu oleh kebutuhan akan produk pertanian dan pembangunan 
infrastruktur. Pada tahap tertentu, pembukaan lahan mencapai titik maksimal 
dan kemudian turun, sebuah fenomena yang dapat dijelaskan secara umum 
oleh dua faktor utama. Pertama, di wilayah yang telah maju seperti Eropa dan 
Amerika Utara, mata pencaharian dengan gaji yang lebih tinggi membuat 
orang beralih dari kegiatan pertanian. Biasanya, hutan terbentuk kembali pada 
lahan yang telah ditinggalkan. Kedua, terbentuknya hutan kembali biasanya 
ditunjang juga oleh penduduk yang kaya yang jarang membutuhkan produk 
dari hutan (terutama di Asia) dan jasa hutan (di Eropa dan Amerika Utara), 
sehingga meningkatkan tutupan hutan terutama melalui permudaan alami 
dan penanaman. 

2.3	 Implikasi bagi skema REDD di masa depan

Implementasi kebijakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi 
membutuhkan pengukuran dan sistem pemantauan deforestasi yang efektif 
yang dapat diulang, memberikan hasil konsisten, memenuhi standar pemetaan 
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Gambar 1: 	

a)	 Transisi hutan mengindikasikan dinamika sewa pertanian dan hutan dari waktu 
ke waktu, dipicu oleh kebutuhan produk pertanian dan pembangunan ekonomi 
(Sumber: Angelsen 2007) 

b)	 Presentasi skematis dari transisi hutan di berbagai provinsi di Indonesia 

c)	 Perubahan tutupan hutan di Kosta Rika selama periode 1940-1998—setiap poin 
menunjukkan nilai yang dipublikasikan (Sumber: Kleinn dkk. 2002)



12  |  Apa yang kita ketahui tentang deforestasi?

akurat, dan dapat diimplementasikan di level nasional. Contoh di Kosta Rika 
seperti tertera pada Gambar 1c (Kleinn dkk. 2002) menunjukkan tantangan 
yang kita akan hadapi dalam menetapkan baseline untuk skema REDD, akibat 
perbedaan definisi dan ketidakpastian estimasi tutupan hutan. 

Data penginderaan jauh yang didukung oleh observasi di lapangan, 
merupakan kunci dalam pengukuran dan pemantauan yang efektif. Metode 
semacam itu semestinya juga efektif dari segi biaya untuk menarik partisipasi 
negara-negara yang memiliki hutan yang sangat luas serta kandungan karbon 
dalam biomassanya. DeFries dkk. (2007) memberikan daftar berbagai isu dan 
tantangan berkaitan dengan estimasi emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan pada level nasional, diantaranya: 

•	 Kebutuhan untuk menyusun suatu pedoman dan protokol untuk 
menentukan pengukuran historis dan menetapkan kondisi awal yang 
disepakati (diantaranya penggunaan skenario model interpolasi misalnya 
bisnis seperti biasa (business as usual) atau tren deforestasi seperti 
yang diharapkan). Tidak seperti cara menghitung emisi dari bahan 
bakar, ekstrapolasi emisi gas rumah kaca dalam tahun yang ditentukan, 
sangat sulit dilakukan karena variabilitas antartahun yang sangat tinggi. 
Sebaiknya, periode awal yang digunakan paling tidak mencakup 5 atau 10 
tahun terakhir. Periode waktu untuk menentukan kuantitas historis dan 
kebutuhan trajektori emisi untuk mengetahui variabilitas laju deforestasi 
dari tahun ke tahun, dan sebaiknya didasarkan pada hasil deforestasi multi 
tahun, bukan hanya satu tahun saja. 

•	 Estimasi cadangan karbon hutan yang tengah mengalami deforestasi dan 
dinamika karbon selanjutnya, tidak dapat dipastikan untuk banyak negara 
berkembang, tetapi data standar dan pedoman penghitungan karbon sudah 
tersedia dalam laporan IPCC perihal Pedoman Praktek yang Baik (Penman 
2003) dan Panduan Inventori gas rumah kaca IPCC (IPCC 2006). Namun 
demikian, teknologi dan pendekatan baru dibutuhkan untuk memantau 
perubahan persediaan karbon, menggunakan kombinasi citra satelit dan 
udara yang berpotensi mengurangi ketidakpastian dalam penghitungan 
perubahan emisi gas rumah kaca dari deforestasi. Koordinasi internasional 
diperlukan untuk lebih lanjut menguji dan menerapkan teknologi ini.

Skema REDD yang efektif membutuhkan metode pemantauan dan sistem 
pelaporan untuk memastikan estimasi emisi dari deforestasi yang konsisten 
dan sebanding. Kerangka pemantauan yang komprehensif terdiri atas 
elemen-elemen teknis, manajerial dan kelembagaan (Penman dkk. 2003). 
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Proses manajemen adalah perencanaan, dokumentasi dan kontrol kualitas/
jaminan kualitas, serta organisasi dan personil. Elemen kelembagaan adalah 
pengaturan lembaga yang dibutuhkan untuk mendukung instrumen karbon 
pada level internasional, nasional, serta lokal. Studi kasus sistem pemantauan 
dan pelaporan yang digunakan di Kosta Rika dan Meksiko menunjukkan 
pentingnya upaya pengembangan kapasitas untuk memastikan kesuksesan 
program ini (Karousakis 2007).

Agar program REDD dapat menghasilkan keuntungan karbon yang dapat 
diandalkan, kondisi awal perlu membuktikan bahwa areal tersebut terancam 
deforestasi. Brown dkk. (2006) mengemukakan metode tiga langkah untuk 
menetapkan kondisi awal dalam skema REDD: 1) Pengembangan sejarah 
perubahan penggunaan lahan dan estimasi deforestasi, termasuk analisis 
pemicu kondisi awal dan identifikasi pemicu utama. Pemicu ini perlu 
dipertimbangkan sesuai dengan kepentingannya dalam time one atau periode 
kalibrasi; 2) Pengembangan proyeksi kondisi awal untuk deforestasi, termasuk 
proyeksi perubahan penggunaan lahan di masa mendatang dengan proyeksi 
laju deforestasi dan estimasi stok karbon; 3) Kajian dan penilaian ulang 
terhadap kondisi awal dengan interval yang disepakati (misalnya, 10 tahun).

Meskipun komunitas ilmuwan dan pelaku skema REDD berhadapan dengan 
tantangan metodologis untuk mengestimasi berkurangnya emisi gas rumah 
kaca dari pengurangan deforestasi di tingkat nasional dan untuk menentukan 
kondisi awal, metode IPCC yang masih digunakan (Penman dkk. 2003; IPCC 
2006), dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi nasional 
REDD yang cukup handal dan secara teknis layak untuk dapat dioperasikan 
dalam skala luas.





Rancangan skema REDD yang efektif membutuhkan pemahaman yang jelas 
tentang penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan. Beruntung banyak 
hasil penelitian yang menjelaskannya. Bagian berikut merangkum temuan-
temuan penting tersebut. 

3.1	 Definisi dan perbedaan

Deforestasi vs. degradasi 
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, deforestasi dapat 
didefinisikan sebagai berkurangnya penutupan kanopi di bawah 10 persen. 
Hasilnya, degradasi hutan yang besar dapat terjadi sebelum melewati ambang 
deforestasi tersebut. Kegiatan pembalakan hutan yang selektif biasanya tidak 
langsung mengurangi penutupan kanopi sampai batas tersebut, yang akhirnya 
menyebabkan degradasi hutan, bukan deforestasi. Umumnya, deforestasi 
merupakan perubahan penggunaan lahan yang lebih drastis, biasanya 
ditandai dengan penggundulan hutan dan konversi hutan menjadi lahan 
alternatif, kebanyakan menjadi lahan pertanian. Namun demikian, seperti 
akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, degradasi hutan seringkali dapat 
menjadi deforestasi melalui berbagai cara (misalnya, kegiatan pembalakan 
hutan memberi akses lebih mudah bagi para petani). Deforestasi dapat juga 
terjadi karena pembukaan lahan untuk pertambangan terbuka, pemekaran 
kota (urban sprawl) dan lainnya. 

Penyebab langsung dan tak langsung 
dari deforestasi dan degradasi hutan 

3
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Penyebab langsung vs. penyebab tak langsung 
Penyebab deforestasi dan degradasi hutan dapat dibagi menjadi dua kategori. 
Kategori pertama melibatkan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan 
aktivitas penggundulan atau degradasi lahan, yang disebut penyebab 
langsung. Kategori kedua termasuk faktor latar belakang sosial yang memicu 
terjadinya penyebab langsung di atas, yang disebut penyebab tak-langsung 
(Kaimowitz dan Angelsen 1998). Selain itu, Kaimowitz dan Angelsen (1998) 
memperkenalkan istilah ‘sumber deforestasi’ untuk menyebutkan agen atau 
aktivitas yang menyebabkan deforestasi (misalnya, ekspansi pertanian oleh 
petani skala kecil). 

Faktor intra- vs. ekstra-sektoral
Pembedaan lain antara deforestasi dan degradasi hutan dipicu oleh penyebab 
yang berasal dari sektor kehutanan itu sendiri (disebut faktor intra-
sektoral) dan aktivitas yang dipicu oleh penyebab di luar sektor kehutanan 
(faktor ekstra-sektoral) (Contreras-Hermosilla 2000). Memang, hampir 
semua penyebab tidak terjadi di dalam sektor kehutanan itu sendiri, namun 
kebanyakan terkait dengan pertanian (untuk pangan, serat atau energi) atau 
melalui pembangunan infrastruktur, industri serat, dan lain sebagainya. 
Aktivitas di luar sektor kehutanan biasanya berkontribusi lebih besar 
terhadap deforestasi dibandingkan aktivitas pemanenan kayu. 

Deforestasi dan degradasi biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa 
faktor. Penyebab deforestasi yang berbeda-beda (langsung dan tak langsung, 
intra- dan ekstra-sektoral) berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sangat 
kompleks dan bervariasi. Sebagai contoh, Sunderlin dan Wunder (2000) 
menggambarkan bagaimana ledakan minyak dapat mempengaruhi deforestasi 
dengan cara yang bertentangan di bawah tatanan pasar dan kebijakan yang 
berbeda. Pada satu sisi, kekayaan yang dihasilkan dari minyak dapat memicu 
penyelamatan hutan akibat menurunnya kompetisi pertanian namun di sisi 
lain, kekayaan yang sama dapat juga berakibat sebaliknya, apabila digunakan 
untuk pembangunan jalan, perluasan batas lahan dan subsidi transportasi. 
Respons kebijakan ekonomi makro yang bervariasi dapat menjadi kunci 
dalam menentukan pengaruh berbeda pada hutan. Kotak 1 memberi ilustrasi 
lain mengenai bagaimana penyebab tak langsung dan langsung dapat dipicu 
oleh faktor intra-sektoral dan ekstra-sektoral.

Dari hasil analisis pola deforestasi di 152 negara, Geist dan Lambin (2002) 
mengemukakan tiga sumber dominan deforestasi: ekspansi pertanian, 
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pemanenan kayu hutan, dan pengembangan infrastruktur. Hal-hal ini 
berinteraksi dengan lima faktor penyebab utama: variabel demografi, 
ekonomi, teknologi, kebijakan dan budaya. Studi mereka menyimpulkan 
bahwa deforestasi paling tepat dijelaskan oleh kombinasi penyebab langsung 
dan tak langsung, yang dipaparkan lebih rinci di bawah ini. 

3.2	 Penyebab langsung deforestasi dan degradasi hutan

Berikut adalah penyebab langsung paling utama dari deforestasi dan degradasi 
hutan, seperti dijelaskan dalam literatur (berhubungan dengan tiga sumber 
yang telah disebut di atas).

Ekspansi pertanian
Aktivitas pertanian yang menyebabkan terjadinya pembukaan dan konversi 
hutan, termasuk pembangunan lahan pertanian permanen, perladangan 
berpindah, dan penggembalaan ternak. Ekspansi lahan pertanian umumnya 
menjadi kontributor dominan dari deforestasi. Perladangan berpindah tidak 
terlalu merusak dibandingkan kegiatan pertanian lainnya, karena pertumbuhan 
kembali vegetasi dan suksesi hutan sekunder setelahnya—namun hal ini dapat 
terjadi hanya pada kawasan dengan kepadatan penduduk pedesaan yang 
sangat rendah sehingga dapat terjadi pemberaan lahan dalam waktu yang 
lama (Guariguata dan Ostertag 2001). Penyebab langsung yang dapat memicu 
keputusan untuk mengkonversi lahan hutan adalah: 

Kotak 1.  Kompleksitas faktor intra- dan ekstra-sektoral 

Sebagai contoh, pertimbangkan kenaikan penghasilan di perkotaan yang 
meningkatkan permintaan akan daging, kertas dan bahan konstruksi. 
Permintaan konsumen ini, mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap 
hewan ternak, bubur kertas dan kayu. Ketiganya memberikan tekanan untuk 
terjadinya deforestasi dan degradasi. Kenaikan penghasilan penduduk di 
perkotaan bertindak sebagai ‘penyebab tak langsung’, namun langsung memicu 
sebuah penyebab ‘ekstra-sektoral’ (ekspansi peternakan) serta dua penyebab 
langsung ‘intra-sektoral’ (pemanenan hasil hutan untuk kayu konstruksi dan 
kayu bubur). Kerumitan ini ditambah dengan kondisi dimana peningkatan 
penghasilan penduduk kota dapat menarik tenaga kerja yang tinggal di 
kawasan hutan yang lokasinya jauh untuk pindah ke kota-kota. Faktor ekstra-
sektoral ini pada gilirannya dapat menetralkan atau bahkan mendominasi tiga 
efek sebelumnya karena mengurangi tekanan pada hutan sehingga memacu 
pertumbuhan hutan kembali. 
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·	 Kondisi lingkungan yang mendukung (misalnya, hutan di daerah yang 
memiliki drainase dan kesuburan tanah yang baik, akan cenderung 
dikonversi menjadi lahan pertanian);

·	 Harga produk pertanian yang tinggi (produksi semakin menguntungkan, 
maka semakin banyak pembukaan lahan);

·	 Biaya yang rendah (biaya rendah untuk pembukaan hutan, sehingga 
semakin banyak deforestasi); 

·	 Perubahan demografi (misalnya, pertumbuhan populasi dan populasi 
penduduk pedesaan yang lebih tinggi dapat meningkatkan deforestasi). 

Kaimowitz dan Angelsen (1998) menyimpulkan bahwa ekspansi pertanian 
merupakan sumber utama deforestasi, dengan menyoroti kasus produksi 
daging sapi Amerika Latin di Amerika Tengah dan produksi kedelai di 
Brazil. Di Indonesia, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah 
kontributor paling signifikan. Harga minyak sawit mentah (crude palm 
oil – CPO) yang cukup tinggi memicu ekspansi kawasan untuk ditanami 
kelapa sawit. Dalam masing-masing kasus di atas, deforestasi lebih banyak 
dipicu oleh industri pertanian skala besar daripada pertanian skala kecil. 
Tambahan sewa yang tersedia untuk kayu yang berasal dari pembukaan hutan 
mengakibatkan lebih banyak ekspansi lahan di kawasan hutan dibanding 
di kawasan terdegradasi. Dalam dekade terakhir saja, lahan yang dijadikan 
perkebunan kelapa sawit telah meningkat tiga kali lipat, dan di tahun 2005 
total lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah 5,6 juta hektar (BisInfocus 
2006). Kotak 2 menggambarkan bagaimana kombinasi berbagai faktor telah 
menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan di Asia Tenggara. 

Kotak 2.  Faktor-faktor penyebab deforestasi lahan gambut di Asia 
Tenggara

Selama dekade terakhir, pembalakan legal maupun ilegal telah meluas hingga 
hutan gambut dan rawa—ekosistem sangat rapuh yang menyimpan sejumlah 
karbon dalam bentuk materi organik di bawah tanah—yang lebih sulit diakses. 
Pembukaan hutan tanaman kayu untuk industri kertas dan perkebunan 
kelapa sawit dalam skala besar, guna memenuhi permintaan yang tinggi akan 
bubur kertas di Cina (Wright 2004), dan CPO di Eropa (Reinhardt dkk. 2007), 
telah meningkatkan deforestasi dan degradasi hutan gambut secara tajam. 
Akibatnya, dari 27 juta hektar lahan gambut di Asia Tenggara, 12 juta hektar 
telah mengalami deforestasi dan degradasi hutan dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir (Hooijer dkk. 2006). Penyebab langsung utamanya adalah pembakaran 
hutan, pembukaan lahan dan drainase untuk pengembangan perkebunan. 
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Ekstraksi kayu
Ekstraksi kayu merupakan penyebab intra-sektoral utama dari degradasi 
hutan, yang dapat merambat ke terjadinya deforestasi, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Kayu diambil dari hutan untuk keperluan kayu 
gelondongan, bubur kayu, kayu bakar dan arang. Walau kegiatan penebangan 
pasti merusak hutan, namun penebangan pohon berdasarkan seleksi tidak 
menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan yang parah. Banyak literatur 
tentang pembalakan berdampak rendah (Reduced impact logging – RIL) telah 
mengembangkan metode teknik silvikultur dan pemanenan, juga kegiatan 
pra- dan pasca panen. Implementasi dari rekomendasi RIL dan ‘di luar RIL’ 
dapat meminimasi kerusakan terhadap tegakan tinggal dan keanekaragaman 
hayatinya dan jasa ekosistem, serta mengurangi kemungkinan bahwa 
penebangan akan mengarah ke konversi hutan (Meijaard dkk. 2005; Gustafson 
dkk. 2007).

Bagaimanapun, ekstraksi kayu yang tidak terkontrol dan tidak mematuhi 
aturan, baik legal maupun ilegal, seringkali memicu degradasi hutan dan 
secara tidak langsung menyebabkan deforestasi. Pembangunan jalan untuk 
logging, juga seringkali memicu deforestasi karena memberikan akses bagi 
imigrasi dan konversi hutan menjadi areal pertanian—di daerah-daerah yang 
aturan kepemilikannya tidak jelas atau kurang ditegakkan. (Kaimowitz dkk. 
1998). Kotak 3 menggambarkan kondisi dimana pembangunan jalan untuk 
pembalakan menyebabkan deforestasi. 

Kotak 3.  Pembalakan dan deforestasi

Pembalakan dan deforestasi terhubung oleh jalan yang dibangun. Pembalakan 
memudahkan terjadinya deforestasi karena memberikan akses bagi imigrasi 
dan pendudukan lahan jika terjadi kondisi seperti di bawah ini (Kaimowitz 
dkk.1998): 

·	 Pembangunan jalan membuka akses baru terhadap hutan
·	 Peraturan kepemilikan hutan dan peraturan pengambilan hasil hutan kurang 

ditegakkan
·	 Lahan hutan tersebut memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi 

lahan pertanian 
·	 Ada aliran besar imigran, karena alasan demografi dan faktor-faktor yang 

terkait dengan kemiskinan di daerah asal migran.
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Kegiatan penebangan hutan yang tidak dilaksanakan dengan baik- yang 
menyisakan limbah dalam jumlah sangat besar yang mudah terbakar—
menjadikan hutan rentan terhadap api yang berasal dari pembukaan lahan 
untuk kegiatan komersial ataupun pertanian. Terbakarnya lahan yang telah 
dibalak ini, mengakibatkan degradasi hutan yang semakin parah (Nepstad 
dkk. 1999; Meijaard dkk. 2005; Iskandar dkk. 2006; Gustafson dkk. 2007). 
Sekali terdegradasi, hutan itu pasti akan ditinggalkan dan menjadi rapuh 
terhadap eksploitasi ‘akses terbuka’ (dipaparkan di bawah). Hutan yang 
terdegradasi dapat dianggap memenuhi syarat untuk konversi lahan atau 
penggunaan lainnya. Di Indonesia, terdapat bukti-bukti bahwa hutan 
yang sehat seringkali dianggap sudah ‘terdegradasi’ dengan maksud agar 
para investor yang tidak mengindahkan aturan, mendapatkan ijin untuk 
mengembangkan hutan tanaman/perkebunan. Para investor ini hanya menuai 
keuntungan dari penebangan kayu, namun kemudian meninggalkan lahan 
tanpa mengembangkan hutan/tanaman atau perkebunan (Barr 1998; Smith 
dan Scherr 2003).

Penebangan untuk pengambilan kayu dan bubur kertas telah menjadi penyebab 
utama deforestasi di Asia Tenggara, sementara pengambilan kayu bakar dan 
produksi arang terjadi paling banyak di hutan kering di daerah sub-Sahara 
Afrika (Kaimowitz dan Angelsen 1998). Di Indonesia dan negara-negara Asia 
Tenggara lainnya, pembalakan ilegal telah muncul sebagai penyebab utama 
degradasi hutan (Tacconi 2007). Kegiatan industri ‘ekstra-sektoral’ lainnya, 
seperti pertambangan, juga menggunakan sejumlah besar kayu atau arang 
dan oleh karena itu juga berkontribusi terhadap degradasi hutan yang tinggi, 
melalui penggunaan langsung maupun ekspansi penduduk. 

Pembangunan infrastruktur 
Akhirnya, hutan dapat dibuka untuk pembangunan jalan raya, pemukiman, 
fasilitas publik, saluran pipa, pertambangan terbuka, bendungan hidro-
elektrik dan berbagai infrastruktur lain. Tidak satu pun dari aktivitas ini 
menjadi faktor penyebab utama degradasi dalam skala besar dalam kaitannya 
dengan besarnya areal hutan yang dibuka. Namun secara tidak langsung, 
pembangunan jalan raya dan infrastruktur berkontribusi paling besar terhadap 
deforestasi (Chomitz dkk. 2007). Hal ini terjadi bukan karena luas jalan yang 
dibangun, namun melalui turunnya ongkos transportasi, yang pada gilirannya 
memungkinkan terjadinya aktivitas produktif di daerah yang terpencil. 
Kegiatan tersebut biasanya mendukung ekspansi dan perusakan hutan seperti 
digambarkan dengan siklus pengambilan kayu, pengambilan arang, dan 



Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang?  |  21

selanjutnya konversi untuk pertanian dan padang rumput. Ekuador adalah 
salah satu contoh dimana pembangunan jalan telah menjadi penyebab utama 
deforestasi (Wunder 2000).

Penyebab langsung deforestasi berbeda antarnegara, mengikuti pola-pola yang 
lebih luas dari ekspansi lahan pertanian dan infrastruktur dan permintaan 
komersial dan domestik untuk produk kayu, seperti digambarkan oleh Geist 
dan Lambin (2002) pada Tabel 4.

3.3 	 Penyebab tak langsung dari deforestasi dan 
degradasi hutan

Selama dekade terakhir, efek yang kuat dari desakan ekonomi makro, tata 
kelola yang lemah dan karakteristik sosial lainnya yang lebih luas terhadap 
deforestasi dan degradasi hutan telah banyak didokumentasikan (lihat 

Tabel 4.	 Faktor utama penyebab deforestasi untuk Asia, Afrika dan Amerika 
Latin

Semua kasus 
(n = 152)

Asia
(n = 55)

Afrika
(n = 19)

Amerika Latin
(n = 78)

abs rel (%) abs rel (%) abs rel (%) rel (%) abs

Ekspansi pertanian 146 96 55 100 16 84 75 96

Budidaya permanen 73 48 24 44 10 53 39 50

Pertanian subsisten 61 40 20 36 10 53 31 40

Peternakan 70 46 3 6 3 16 64 82

Pertanian berpindah 63 41 24 44 8 42 31 40

Perladangan 46 30 24 44 7 37 15 19

Kolonisasia 61 40 23 42 4 21 34 44

Ekspansi infrastruktur 110 72 36 66 9 47 65 83

Pembangunan sarana 
transportasi

97 64 26 47 9 47 62 80

Jalan raya 93 61 25 46 9 47 59 76

Pemukiman/pembangunan 
pasar

41 27 12 22 3 16 26 33

Pemanenan kayu 102 67 49 89 13 68 40 51

Komersil (untuk perdagangan) 79 52 43 78 5 26 31 40

Kayu bakar (untuk kebutuhan 
domestik)

45 28 18 33 10 53 14 18

Faktor lainb 52 34 17 31 10 53 25 32

Catatan: Mungkin terjadi perhitungan ganda; persentase berhubungan dengan total dari semua kasus untuk setiap 
kategori; abs = nomor absolut; rel = persentase relatif; cum = persentase kumulatif. Persentase relatif mungkin 
tidak berjumlah 100 karena pembulatan; a. Termasuk transmigrasi dan pemukiman; b. Predisposisi faktor lingkungan 
seperti karakteristik lahan dan peristiwa sosial atau biofisik. (Sumber: Geist dan Lambin 2002)
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Kotak 4. 	 Faktor ekonomi makro yang memicu deforestasi dan 
degradasi hutan

·	 Devaluasi mata uang dapat membuat ekspansi pertanian lebih 
menguntungkan. 

·	 Penyesuaian paket penghematan dapat membatasi perekonomian 
perkotaan, membuat orang-orang kembali ke pertanian. 

·	 Kebijakan perdagangan dapat melindungi ekstensifikasi lahan dan sektor 
kayu dari substitusi impor, meningkatkan tekanan pada hutan untuk 
memenuhi permintaan lokal. 

·	 Subsidi bahan bakar dan transportasi dapat memfasilitasi pemanenan 
kayu di daerah terpencil atau membuat pengembangan lahan lebih 
menguntungkan.

(Lihat Kaimowitz dan Angelsen 1998 dan Wunder 2003)

misalnya, Chomitz dkk. 2007). Penyebab utama tidak langsung dari deforestasi 
dijelaskan di bawah ini. 

Faktor-faktor ekonomi makro 
Para aktor yang menanggapi kekuatan pasar pada umumnya akan membuka 
lahan untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat terhadap produk-
produk yang dapat dibudidayakan (atau untuk penggembalaan ternak) di lahan 
hutan yang dikonversi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan deforestasi 
pada tahap awal pembangunan ekonomi, dimana hutan ditebang untuk 
produksi komoditas pertanian. Dalam tahapan-tahapan akhir pembangunan 
ekonomi, tekanan terhadap hutan dapat berkurang karena produksi pertanian 
menjadi lebih intensif, sektor jasa meningkat pangsanya dalam perekonomian 
dan permintaan akan produk dan jasa hutan meningkat, membuat tanah hutan 
lebih berharga. Lihat Kotak 4 untuk daftar faktor-faktor ekonomi makro yang 
memicu deforestasi dan degradasi hutan. 

Seperti telah dibahas sebelumnya, keuntungan yang lebih besar dari pertanian 
(sewa pertanian) adalah faktor ekonomi utama yang mendasari konversi 
hutan untuk penggunaan lain (Wunder dan Verbist 2003). Menaikkan harga 
hasil pertanian dan menurunkan harga input pertanian membuat aktivitas 
pertanian lebih menguntungkan, sehingga memicu perluasan lahan produktif. 
Faktor-faktor ekonomi makro lainnya yang berpotensi untuk mempengaruhi 
deforestasi termasuk utang luar negeri, kebijakan nilai kurs mata uang asing 
dan kebijakan perdagangan yang mengatur sektor-sektor terkait dengan 
deforestasi (terutama pertanian dan peternakan) dan degradasi hutan 
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(terutama ekstraksi kayu). Namun, pengaruh dari kebijakan-kebijakan ini 
terhadap hutan sangat bervariasi. Sebagai contoh, devaluasi atau depresiasi 
mata uang akan merangsang ekspor dan dampak deforestasi tergantung pada 
apakah tanaman uang diekspor tersebut cocok untuk dibudidayakan pada 
lahan hutan yang ditebang tersebut. 

Krisis ekonomi juga dapat merangsang deforestasi. Ketika ekonomi Indonesia 
runtuh pada tahun 1997, banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan di 
sektor formal beralih ke hutan untuk mencari pendapatan tambahan. Kegiatan 
mereka termasuk pembukaan hutan untuk budidaya, pembalakan liar pada 
kawasan yang memiliki konsesi namun telah ditinggalkan, dan penggunaan 
api untuk membuka akses terhadap ikan dan reptil (Chokkalingam dkk. 
2006). Namun, krisis ekonomi tersebut juga menghentikan proyek-proyek 
pembangunan infrastruktur dan pengembangan lahan berskala besar yang 
jika tetap dilakukan akan berdampak besar terhadap laju deforestasi. 

Kebijakan yang mendukung perluasan industri hasil hutan dan hutang yang 
terkait, dapat menjadi pemicu deforestasi yang signifikan. Pada saat kapasitas 
produksi tersedia, baik faktor-faktor pasar maupun politik menggiring kekuatan 
untuk menyuplai pasokan bahan baku dari hutan alam jika hasil pasokan dari 
hutan tanaman tidak mencukupi. Di Indonesia misalnya, dalam beberapa 
tahun terakhir, industri bubur kertas memperoleh sekitar 70 persen serat dari 
hutan alam. (Spek 2006). Kotak 5 menggambarkan kesempatan yang hilang 
untuk menggunakan kebijakan utang dalam mengatasi ketidakseimbangan 
struktural antara penawaran dan permintaan.

Faktor tata kelola
Tata kelola memainkan peran penting dalam menentukan nasib hutan. 
Deforestasi dan degradasi hutan bisa diakibatkan dari efek kombinasi 
kepemilikan lahan hutan dan lembaga, yang pada gilirannya, menentukan 
insentif yang mengarah pada eksploitasi yang berlebihan (Ostrom 1990). 

Sehubungan dengan kepemilikan lahan, deforestasi dan degradasi hutan dapat 
terjadi sebagai akibat dari minimnya definisi hak kepemilikan, termasuk di 
dalamnya sistem yang memberi ijin deforestasi dengan adanya kepemilikan. 
Ketika hak-hak kepemilikan lahan itu ambigu, tumpang tindih atau lemah, 
insentif untuk keuntungan berinvestasi dalam jangka panjang dari sumberdaya 
alam juga lemah. Misalnya, ketika lahan yang diperuntukkan sebagai hutan 
publik kurang diatur atau ‘diawasi’, daerah ini akan diperlakukan sebagai 
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Kotak 5. 	Kebijakan hutang perusahaan sebagai penyebab tak 
langsung dari deforestasi dan degradasi hutan 

Ketika Rupiah Indonesia merosot terhadap dolar AS pada tahun 1997 dan 1998, 
perusahaan ekspor pengolahan berbasis kayu tidak mampu melunasi hutang 
mereka kepada lembaga-lembaga keuangan lokal dan internasional, terutama 
bank. Banyak perusahaan, termasuk para konglomerat besar, melalaikan 
kewajiban perusahaan dan kemudian bangkrut. Untuk mencegah keruntuhan 
sistem perbankan dan sektor riil sebagai akibat dari krisis keuangan, pemerintah 
Indonesia, dengan dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank 
Dunia, mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk 
mengawasi rekapitalisasi dari sektor perbankan negara yang sedang sakit. 
Dalam kapasitas ini, BPPN memegang kendali atas hampir semua perusahaan 
besar berbasis kayu dan semua bank milik konglomerat kehutanan.

BPPN adalah badan yang kuat, dilengkapi dengan kekuatan hukum untuk 
mencapai pengembalian keuangan dan aset di bawah manajemennya secara 
maksimal. Dalam menanggapi advokasi dari komunitas donor internasional, 
pemerintah berkomitmen untuk menghubungkan proses restrukturisasi 
hutang BPPN dan pengurangan kapasitas pemrosesan industri hutan. Dengan 
diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak perusahaan bubur kertas dan 
kertas di Indonesia, dan konglomerat kehutanan lainnya terpaksa mengurangi 
kapasitas penggilingan ke tingkat yang dapat didukung oleh pasokan kayu 
secara lestari. Pada saat Indonesia memasuki krisis keuangan, permintaan 
tahunan dari industri berbasis kayu telah mencapai tiga kali lipat dari 
kemampuan memasok kayu secara lestari dan legal.

Sayangnya, kebijakan pengelolaan hutang yang diikuti oleh pemerintah 
Indonesia, dan didukung oleh IMF dan Bank Dunia, ditanggapi terlalu cepat 
hingga pemerintah melepaskan kontrol atas industri yang dianggap ‘strategis‘, 
termasuk sebagian besar perusahaan kehutanan, bubur kertas dan kertas. 
Hutang perusahaan-perusahaan ini sering dijual di sekitar 20 persen dari 
total nilai buku, tanpa pengenaan persyaratan untuk mengurangi kapasitas 
penggilingan mereka. Sebagai hasilnya, perusahaan yang ditebus dengan 
dana publik melanjutkan operasinya dan, dalam beberapa kasus, bahkan 
memperluas operasi yang tidak lestari.

(Setiono 2007)

sumberdaya ‘akses terbuka’ dan menjadi santapan (Agrawal dan Ostrom 2001). 
Ketika hak kepemilikan dijamin di atas kertas dan dilakukan secara nyata, 
investasi jangka panjang dalam pengelolaan secara lestari menjadi mungkin. 

Namun demikian, jaminan hak kepemilikan, pada kondisi yang kritis 
seringkali tidak cukup menjamin pengelolaan hutan secara lestari. Ketika hak-
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hak kepemilikan dimiliki bersama, tetapi tidak ada lembaga-lembaga lokal 
yang melaksanakan hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan, maka 
akan berakibat pada degradasi hutan (Ostrom 1990, 1999). Dalam beberapa 
kasus dimana lahan bukan untuk penggunaan hutan melainkan pemanfaatan 
lahan alternatif (misalnya peternakan) yang terlihat paling menguntungkan 
dalam jangka panjang, melindungi hak kepemilikan individu menjadi dasar 
untuk mempercepat konversi hutan ke bentuk penggunaan lain (Wunder 
2000; Kaimowitz 2002). Hal ini menegaskan bahwa prediksi jaminan hak 
kepemilikan atas tanah dan kepemilikan yang dapat diprediksi, seringkali 
dilihat sebagai prasyarat untuk mengelola hutan secara lestari. Hal ini hanya 
dapat menjadi alat REDD yang efektif apabila diterapkan bersama-sama 
dengan insentif ekonomi yang mengatasi akar penyebab keuntungan yang 
inferior dari konservasi hutan. 

Pengambilan keputusan yang tidak transparan mengenai alokasi atau konversi 
sumberdaya hutan negara, dan terkait perilaku mencari sewa, adalah faktor 
penting kedua yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Hukum, 
peraturan dan yurisdiksi antar sektoral yang ambigu atau tumpang tindih, serta 
kebingungan yang disebabkan oleh sistem desentralisasi yang tidak lengkap, 
semua ini memberi kesempatan bagi pengusaha untuk mengeksploitasi 
‘daerah abu-abu’ untuk menghindari kebijakan-kebijakan perlindungan 
hutan. Di Indonesia, Casson dan Obidinski (2007) menemukan bahwa 
reformasi desentralisasi yang dimulai pada tahun 2000 telah menyebabkan 
kaburnya perbedaan antara penebangan legal dan ilegal. Pejabat daerah baru, 
yang mencari penghasilan tambahan, mengesahkan apa yang sebelumnya 
merupakan kegiatan ilegal dengan menerbitkan izin konsesi kayu skala kecil 
yang kurang diatur dengan baik. 

Demikian pula, elit ekonomi dan politik nasional sering menggunakan 
posisi kekuasaan mereka untuk meningkatkan kontrol ekonomi terhadap 
sumberdaya hutan dan menyebabkan eksploitasi yang tidak lestari (Barr 
1998; Colchester dkk. 2006; Milledge dkk. 2007). Perusahaan kayu dan pabrik 
pengolahannya yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah 
dan militer seringkali dapat memperoleh akses yang diinginkan terhadap 
konsesi pembalakan yang bernilai ekonomi tinggi dan hutan tanaman/
perkebunan, dan untuk mendapatkan porsi sewa ekonomi yang signifikan 
yang terkait dengan hal ini (Barr 2001). Meluasnya korupsi pada semua level 
di banyak negara penghasil hutan umumnya memungkinkan aktor politik dan 
perusahaan yang kuat untuk berperilaku dengan tingkat akuntabilitas publik 
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sangat rendah. Kesempatan ‘penyerobotan elit’ seperti ini di dalam dan di luar 
perbatasan nasional mungkin akan diperburuk dengan adanya situasi konflik 
(Baker dkk. 2003; UNSC 2002). 

Hal yang juga mempengaruhi nasib hutan adalah faktor tata kelola hutan, 
yaitu hukum kehutanan yang tidak tepat dan kapasitas penegakan hukum 
yang lemah. Hukum kehutanan sering menganggap kegiatan hutan yang 
lestari sebagai hal yang ilegal, sementara pada saat yang sama memperlakukan 
kegiatan yang tidak lestari sebagai hal yang legal. Colchester dkk. (2006) 
menemukan bahwa undang-undang kehutanan cenderung menilai sumber 
pendapatan bagi masyarakat miskin yang berbasis hutan sebagai praktek ilegal, 
sementara undang-undang di luar sektor kehutanan yang melindungi hak-
hak komunitas hutan seringkali lemah, ambigu atau diabaikan. Pada saat yang 
sama, hukum kehutanan telah terbukti lemah dalam menangani kejahatan 
hutan skala besar. Di Indonesia, upaya mengejar dan menuntut individu dan 
perusahaan yang tersangkut kasus-kasus pembalakan liar dan pembakaran 
telah gagal (Smith dkk. 2007). 

Faktor lain
·	 Faktor budaya: Budaya lokal dapat langsung mempengaruhi penggunaan 

suatu lahan. Sebagai contoh, kawasan hutan adat sering dilindungi dari 
konversi lahan dan degradasi hutan. Namun, faktor-faktor budaya lainnya 
dapat menekan hutan. Sebagai contoh, ‘budaya koboi’ di Amerika Latin 
berjalan seiring konsumsi daging yang tinggi, sehingga sebagian besar 
hutan dibuka untuk padang rumput.

·	 Faktor demografi: Naiknya populasi masyarakat di pedesaan dan migrasi 
ke daerah perbatasan pertanian meningkatkan ketersediaan tenaga kerja 
untuk deforestasi. Peningkatan populasi di daerah perkotaan dan pedesaan 
juga meningkatkan permintaan terhadap makanan dan komoditas 
lain, sehingga membutuhkan lebih banyak tanah untuk produksinya. 
Pertumbuhan penduduk sering dipandang sebagai penyebab utama 
deforestasi, namun penting untuk membedakan hal ini dari pandangan 
bahwa kebanyakan deforestasi berasal dari konversi hutan menjadi lahan 
pertanian karena umumnya hal ini dilakukan dalam skala industri dan 
bukan dari pertanian skala kecil.

·	 Faktor teknologi: Perbaikan teknologi dapat mempengaruhi laju 
deforestasi. Adopsi teknologi ekstensifikasi lahan, misalnya, dapat 
mengakibatkan ekspansi pertanian ke kawasan hutan. Atau, suatu 
teknologi baru yang menghasilkan pertanian lebih intensif dapat menarik 
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sumberdaya keluar dari pertanian ekstensif di perbatasan hutan dan 
dengan demikian mengurangi deforestasi (Angelsen dan Kaimowitz 
2001; Angelsen 2007; Chomitz dkk. 2007). Secara umum, peran teknologi 
pertanian dalam hal deforestasi itu ambigu dan tergantung pada kekuatan 
relatif dari dua kekuatan yang berlawanan. Pertama, teknologi baru akan 
diimplementasikan jika dapat meningkatkan keuntungan dan pertanian 
dengan keuntungan lebih tinggi akan meningkatkan konversi hutan. 
Kedua, peningkatan pasokan produk (dan permintaan input seperti 
tenaga kerja) akan mengubah harga dengan cara yang mengimbangi dan 
mungkin membalikkan peningkatan keuntungan. Gambar 2 menunjukkan 
beberapa faktor kritis yang menentukan dampak neto. 

3.4	 Implikasi bagi masa depan skema REDD

Rangkuman dari penelitian-penelitian mengenai penyebab deforestasi 
dan degradasi hutan mengungkapkan bahwa di balik tindakan sederhana 
penggunaan hutan dan konversinya terletak sebuah kerumitan realitas sosial, 
ekonomi dan politik. Lebih lanjut, faktor penyebab multidimensi tersebut 

Gambar 2. 	 Hubungan antara teknologi pertanian dengan deforestasi 
(Angelsen dan Kaimowitz 2001) 
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dapat sangat berbeda antar satu negara dengan negara lainnya dan dari 
waktu ke waktu, sehingga sulit untuk menyamaratakan. Untuk rancangan 
dan pelaksanaan skema REDD, kompleksitas dan keragaman seperti itu 
menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang ‘satu ukuran cocok untuk 
semua’ untuk negara-negara yang berbeda dengan tahap pembangunan yang 
berbeda pula. Penelitian juga mengungkapkan bahwa efek neto terhadap 
hutan sebagai akibat dari berbagai penyebab tidak langsung—faktor ekonomi 
makro seperti pergerakan nilai tukar dan faktor-faktor tata kelola seperti 
desentralisasi—akan sulit untuk diprediksi. Akibatnya, akan ada ketidakpastian 
mengenai kemampuan kebijakan REDD dalam mencapai peningkatan 
perlindungan hutan pada suatu level yang ditentukan. 

Sementara insentif untuk reformasi kebijakan dalam mengurangi deforestasi 
adalah hal yang sangat penting, pembahasan juga menunjukkan bahwa 
kuantifikasi dampak penggundulan hutan sangat menantang. Implikasinya 
adalah bahwa setiap jenis imbalan dalam bentuk kredit karbon harus dapat 
dihubungkan dengan pengurangan deforestasi di tingkat nasional (atau sub-
nasional) dibandingkan dengan kondisi awal yang disepakati, bukan hanya 
karena melaksanakan kebijakan tertentu. 

Penelitian menunjukkan bahwa satu penyebab utama deforestasi dan degradasi 
hutan mencerminkan perubahan ekonomi dan sosial yang luas—seperti harga 
komoditi, teknologi pertanian dan tren demografi—yang tidak bisa menerima 
intervensi kebijakan langsung untuk kepentingan perlindungan hutan. Analisis 
dampak kondisi seperti itu terutama berguna untuk memperkirakan tekanan 
terhadap hutan dan mendorong penerapan penjagaan untuk mengatasinya. 

Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari deforestasi dan degradasi 
hutan mencerminkan pilihan masyarakat dan pemerintah dalam mencapai 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dalam banyak kasus, 
konversi hutan untuk penggunaan lahan alternatif adalah langkah kunci 
di negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
nasional. Langkah-langkah spesifik khususnya termasuk perluasan pertanian, 
tetapi juga skema pemukiman, investasi dalam industri kehutanan, 
pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan biofuel. Agar 
skema REDD sukses, maka perlu untuk menyediakan alternatif ekonomi yang 
meyakinkan, yang terkoordinasi antarsektoral. 
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Ketiga, penyebab langsung dan penyebab tak langsung dari deforestasi dan 
degradasi hutan mencerminkan kepentingan elit politik dan ekonomi, yang 
hingga sekarang diberi prioritas tinggi oleh para pembuat kebijakan—melebihi 
tujuan untuk melindungi hutan. Kepentingan itu dipicu oleh kegagalan 
pemerintah dalam menjamin hak kepemilikan pengguna hutan tradisional, 
menyediakan regulasi yang memadai untuk industri kehutanan, reformasi 
dan menegakkan hukum kehutanan dan mengatasi pengambilan keputusan 
tentang kehutanan yang tidak transparan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah 
prospek skema REDD global akan memberikan insentif untuk mempercepat 
kemajuan dalam reformasi tata kelola untuk mengatasi penyebab tersebut 
(Chomitz dkk. 2007). 

Daya tarik reformasi tata kelola itu terdiri dari beberapa hal. Besarnya 
pengurangan deforestasi kadang-kadang dapat terjadi dalam skala besar, 
sebagai contoh, dengan mengubah kebijakan yang berkaitan dengan konsesi 
dan perencanaan penggunaan lahan untuk logging, produksi kelapa sawit dan 
kedelai. Dibandingkan dengan reformasi yang melibatkan jutaan petani skala 
kecil, biaya transaksi yang dikeluarkan lebih rendah. Akhirnya, reformasi 
seperti itu mungkin mengurangi konflik dengan tujuan kebijakan lain seperti 
pengurangan kemiskinan.





Rangkuman penelitian dalam Bagian 3 mengenai penyebab tidak langsung 
dari deforestasi dan degradasi hutan menunjukkan pilihan-pilihan kebijakan 
untuk menyikapi tren yang dijelaskan dalam Bagian 2. 

Satu dekade yang lalu, Kaimowitz dkk. (1998) melakukan analisis kebijakan 
yang mendalam untuk mengurangi deforestasi. Tulisan tersebut mengajukan 
perbedaan normatif antara deforestasi yang ‘tepat’ dan ‘tidak tepat’. Deforestasi 
yang ‘tepat’ berasal dari adanya pembukaan hutan yang mendukung tujuan 
pembangunan, seperti ketika hutan dengan pemanfaatan rendah dikonversi ke 
dalam penggunaan lahan lain yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi 
dan/atau lebih tahan lama. Deforestasi yang ‘tidak tepat’ terjadi ketika hutan 
dikonversi untuk penggunaan lahan yang kurang cocok dengan mengorbankan 
nilai-nilai penting hutan. Deforestasi umumnya tidak tepat ketika terjadi pada 
lahan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan lahan dimana sejumlah 
besar orang yang bergantung padanya, atau di areal yang rentan lingkungannya 
dimana konversi hutan mengakibatkan efek ‘hilir’ yang negatif. 

Dalam prakteknya, perbedaan antara deforestasi yang tepat dan tidak tepat 
sering ambigu, karena kepentingan ganda dari para pemangku kepentingan 
dipengaruhi oleh deforestasi dan upaya untuk menguranginya. Memang, dari 
perspektif sempit perlindungan iklim, setiap deforestasi atau degradasi hutan 
itu tidak diinginkan, karena melepaskan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan 
perubahan iklim. Pengenalan skema REDD global diharapkan dapat mengubah 

Pilihan kebijakan untuk mengurangi 
deforestasi dan degradasi hutan
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penghitungan pemanfaatan hutan yang paling sesuai untuk tempat tertentu. 
Mempertimbangkan secara seksama apa yang diperoleh dan apa yang hilang 
dari alternatif penggunaan lahan harus diutamakan dalam pengambilan 
kebijakan apapun tentang dimana dan bagaimana menerapkan REDD. 

Analisis Kaimowitz dkk. (1998) menyimpulkan bahwa jenis kebijakan berikut 
dapat mempengaruhi laju deforestasi: 

·	 Pengaturan harga dan permintaan untuk produk-produk pertanian dan 
kehutanan tropis.

· 	 Membuat produksi yang berkaitan dengan deforestasi lebih mahal dan 
berisiko. 

· 	 Menekan spekulasi tanah. 
· 	 Meningkatkan keuntungan dari mempertahankan hutan. 
· 	 Meningkatkan biaya peluang modal dan tenaga kerja yang digunakan 

dalam pembukaan hutan. 

Bagian berikut ini didasarkan pada analisis tersebut dan selanjutnya 
diperbaharui, dengan memperhitungkan sejumlah tren yang muncul selama 
dekade terakhir, termasuk peningkatan investasi biofuel, minat internasional 
dalam mengendalikan pembalakan liar dan pengalaman dengan skema 
pembayaran jasa lingkungan. Tinjauan pustaka mengenai instrumen insentif 
dan kebijakan untuk mengurangi deforestasi menyarankan pembedaan 
klasifikasi instrumen ekonomi dan keuangan, peraturan langsung dan 
penguatan tata kelola dan kelembagaan.

4.1	 Instrumen ekonomi dan keuangan

Akar penyebab dari pembukaan hutan, seperti dijelaskan dalam Bagian 3, 
adalah bahwa penggunaan lahan alternatif biasanya lebih menguntungkan 
individu daripada mengkonservasi hutan. Instrumen ekonomi dan keuangan 
dapat digunakan untuk membalik keuntungan relatif kepada para pembuat 
kebijakan dari konservasi hutan. Dari perspektif ekonomi, instrumen 
semacam itu dapat melakukan internalisasi terhadap pengaruh negatif 
lingkungan yang diasosiasikan dengan hilangnya hutan, atau pengaruh positif 
dari proteksi hutan. Ada dua macam kebijakan yang berhubungan: pertama, 
yang melibatkan penghapusan subsidi dan kebijakan harga lainnya yang secara 
semu meningkatkan penghasilan dari logging, pembakaran hutan, konversi 
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hutan menjadi lahan pertanian, dan pendudukan hutan; kedua, kebijakan 
yang melibatkan penciptaan pasar baru dan mekanisme keuangan untuk 
menciptakan insentif positif dari proteksi hutan. 

Menghilangkan subsidi yang mendorong deforestasi dan 
degradasi hutan
Pilihan kebijakan pertama untuk mengurangi deforestasi dan degradasi 
hutan melibatkan penghapusan subsidi yang mendorong kegiatan perusakan 
hutan yang membuat kegiatan ini menjadi lebih murah atau kurang 
berisiko. Kaimowitz dkk. (1998) dan Wunder (2003) mengidentifikasinya 
sebagai berikut: 

·	 Subsidi untuk input pertanian yang mendorong ekspansi pertanian. 
·	 Dukungan dana untuk skema pendudukan dan pemukiman. 
·	 Dukungan teknis dan saran, kredit pajak dan subsidi untuk kegiatan pada 

lahan yang baru dibuka. 
·	 Perlindungan impor untuk sektor-sektor ekstensifikasi lahan (khususnya 

ternak) 
·	 Subsidi jalan dan transportasi. 
·	 Subsidi untuk pembalakan dan industri kehutanan yang bersifat eksploitasi 

dan merusak. 

Namun demikian, penghapusan subsidi pertanian saja tidak selalu cukup 
untuk memperlambat deforestasi. Dalam kasus Brazil dan Amerika Tengah, 
penghapusan subsidi dapat mengurangi deforestasi untuk sementara waktu, 
tetapi kemudian meningkat pesat kembali, bahkan setelah subsidi untuk 
peternakan dihilangkan (lihat Kotak 6).

Kotak 6.  Ketika menghapus subsidi saja tidak cukup 

Kaimowitz (2002) meninjau efek dari dihapuskannya subsidi ternak, dan subsidi 
deforestasi lainnya di Amazon. Setelah penghapusan beberapa subsidi untuk 
kegiatan pertanian, tingkat deforestasi menurun antara tahun 1987 dan 1991. 
Namun, naik lagi pada 1990-an karena pembalakan menjadi lebih intensif, dan 
pertanian dan peternakan terbukti menguntungkan, walau tanpa subsidi. Dalam 
beberapa kasus, menjamin kepemilikan lahan dapat memfasilitasi akses petani 
untuk mendapatkan kredit untuk melaksanakan kegiatan yang meningkatkan 
deforestasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menghentikan 
deforestasi hanya dapat efektif jika beragam penyebab tak langsung deforestasi 
dan dinamikanya dipahami dan ditangani.
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Satu tekanan baru terhadap hutan dengan adanya perluasan pertanian 
bersubsidi telah muncul dalam bentuk pembangunan ‘bioenergi’, meliputi 
kelapa sawit, tebu dan tanaman jarak/jatropha. Ironisnya, kebijakan yang 
mempromosikan produksi dan penggunaan bahan bakar hayati sebagai 
alternatif yang ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil mempunyai 
efek meningkatkan emisi gas rumah kaca dengan mendorong konversi hutan 
alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Target Uni Eropa dan 
negara-negara lain untuk mempromosikan biofuel yang berlaku subsidi perlu 
ditinjau kembali dalam konteks REDD. 

Misalnya, substitusi 10 persen bensin dan solar untuk bioenergi di Amerika 
Serikat dan Eropa, membutuhkan sekitar 43 persen dan 38 persen dari wilayah 
lahan pertanian masing-masing (Righelato dan Spracklen 2007). Jika target 
tersebut diadopsi dan dipertahankan, akan ada tekanan untuk memperluas 
produksi bioenergi di daerah tropis. Dalam beberapa kasus, tanaman 
bioenergi baru dapat ditanam di lahan terdegradasi, tapi dalam banyak kasus 
lain, pengembangan bioenergi akan meningkatkan permintaan total terhadap 
lahan pertanian—penyebab terbesar hilangnya hutan dan dengan demikian, 
deforestasi akan terjadi jauh lebih besar. 

Pada saat yang sama, di sebagian besar negara-negara berkembang, konsumsi 
minyak nabati per kapita cukup meningkat selama tahun 1990-an. Sebagai 
contoh, di Indonesia dan India konsumsi masing-masing naik 65 persen dan 94 
persen (Murphy 2007). Peningkatan ini berhubungan erat dengan meningkatnya 
pendapatan rumah tangga yang memungkinkan orang untuk meningkatkan 
diet mereka dengan proporsi minyak yang lebih tinggi. Permintaan minyak 
kelapa sawit, baik untuk konsumsi manusia atau konversi ke biodiesel, terus 
tumbuh pesat dan sudah mulai mempengaruhi harga minyak nabati pada 
umumnya. ‘Efek biodiesel’ telah mendistorsi pasar minyak kelapa sawit dengan 
ekspansi proyek-proyek besar baru di banyak negara (Murphy 2007). Pada 
tahun 2004, perkebunan kelapa sawit secara global diperkirakan mencapai total 
lahan hampir 8,99 juta hektar. Pada 2007, angka ini meningkat menjadi 10,92 
juta (Carter dkk. 2007). Bahkan dengan tidak adanya subsidi untuk bioenergi, 
hutan di banyak negara kemungkinan akan terus terancam oleh pengembangan 
perkebunan kelapa sawit, yang membutuhkan langkah-langkah kebijakan lain 
untuk memastikan bahwa deforestasi yang dihasilkan adalah ‘tepat’.

Berkaitan dengan pengambilan kayu, tegakan hutan biaya rendah perlu 
ditingkatkan sebagai bagian dari reformasi kebijakan konsesi yang lebih 
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umum. Namun, biaya rendah hanya satu dari sejumlah subsidi implisit dan 
eksplisit yang dinikmati oleh perusahaan kayu dan industri hasil hutan. 

Selama 15 tahun terakhir, beberapa perusahaan bubur kertas dan kertas 
Asia telah dengan mudah memperoleh pinjaman dan jaminan aktivitas yang 
tidak lestari yang mengkonversi hutan alam menjadi bubur kertas dan kertas. 
Seperti dijelaskan dalam Kotak 5, banyak dari perusahaan-perusahaan ini 
gagal mengembalikan pinjaman mereka setelah krisis keuangan yang melanda 
Asia, melemparkan risiko dari kegiatan mereka kepada masyarakat perbankan 
internasional dan masyarakat di negara-negara yang terkena dampak (Barr 
2001). Uji tuntas keuangan yang meningkat—untuk memastikan bahwa 
usulan perluasan kapasitas pengolahan dapat diberikan dengan kayu yang 
bersumber dari aktivitas yang legal dan lestari—dapat menjelaskan dan 
mungkin mengurangi, subsidi tersembunyi seperti itu di masa mendatang. 
Namun, Kotak 7 menunjukkan bahwa penilaian risiko dan praktek uji tuntas 
bank tidak dengan sendirinya cukup untuk menolak membiayai produsen 
bubur kertas yang kinerjanya buruk atau tidak memproduksi bubur kertas 
secara lestari.

Kotak 7.  Meremehkan risiko finansial atas investasi hutan

Sebuah studi CIFOR pada tahun 2006 atas keuangan pabrik bubur kertas 
global menemukan bahwa bank dan lembaga investasi lainnya sering 
meremehkan risiko keuangan yang terkait dengan proyek-proyek investasi 
pabrik bubur kertas. Secara khusus, lembaga keuangan secara rutin gagal 
mengevaluasi kelestarian dari pasokan serat untuk pabrik bubur kertas yang 
baru dan proyek perluasan kapasitas. Sebagian besar bank hanya memiliki 
sedikit ahli kehutanan dan banyak cenderung bergantung pada lembaga-
lembaga keuangan multilateral—seperti Bank Dunia (World Bank), Korporasi 
Keuangan Internasional (International Finance Corporation)—untuk menilai 
risiko yang terkait dengan pelaksanaan proyek kehutanan. 

Lembaga keuangan biasanya mengambil pendekatan portofolio untuk 
pengelolaan risiko, dengan alokasi sektor dan negara lebih diutamakan daripada 
analisis pinjaman individu. Di samping itu, penilaian risiko biasanya didasarkan 
pada peringkat risiko kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. Karena 
disintermediasi dan tekanan kompetitif, pemberi pinjaman dan investor 
seringkali tidak memiliki akses ke data yang tidak ambigu dan relevan yang 
memungkinkan mereka untuk membuat penilaian kredit yang lebih rinci atas 
suatu perusahaan tertentu. 

(Spek 2006)
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Menciptakan insentif baru untuk perlindungan hutan
Kegagalan pasar adalah alasan utama mengapa deforestasi dan degradasi hutan 
sangat tinggi. Hutan menyediakan barang dan jasa yang belum diberikan 
remunerasi, tetapi barang-barang nyata dan jasa jauh melebihi daripada yang 
didefinisikan selama ini oleh ‘pengguna lahan’, merujuk kepada istilahnya yang 
tepat. Hal ini menyebabkan nilai perlindungan hutan alam menjadi sangat 
rendah menurut perspektif masyarakat, jika dibandingkan dengan konversi 
penggunaan lahan lainnya. Insentif ekonomi dan keuangan adalah instrumen 
untuk mengubah keputusan individu pengguna lahan melalui isyarat harga 
dan menyediakan kompensasi bagi mereka yang tidak merusak hutan.  
Contoh meliputi:

·	 Subsidi ramah-hutan, termasuk tarif pajak yang lebih rendah pada lahan 
dimana hutan dikonservasi. 

· 	 Skema sertifikasi, tergantung pada pilihan konsumen dalam menyediakan 
peningkatan pangsa pasar dan/ atau harga premi untuk produk-produk 
hutan yang dihasilkan dengan cara yang meminimasi deforestasi dan 
degradasi hutan. 

·	 Arus investasi publik dan swasta, dapat ditargetkan untuk kegiatan 
bermanfaat, atau ditolak jika dianggap merugikan perlindungan hutan. 
Sebagai contoh, lembaga-lembaga publik dapat menyediakan sumber 
keuangan bagi pemangku lahan melalui skema keuangan mikro untuk 
mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak membuka hutan, seperti 
komersialisasi hasil hutan non-kayu. Di sisi lain, arus investasi publik 
dan swasta dapat ditolak untuk industri kehutanan yang tidak mematuhi 
standar sosial, lingkungan dan legalitas, yang berkaitan dengan pasokan 
kayu mereka, atau untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan pembukaan 
hutan skala besar.

·	 Skema transfer pembayaran memberikan kompensasi yang spesifik, 
bersyarat baik untuk melakukan tindakan tertentu (misalnya, reforestasi 
atau regenerasi hutan) atau tidak melakukan tindakan tertentu (misalnya, 
pembukaan hutan atau pembalakan). Sumberdaya keuangan biasanya 
disalurkan melalui dana yang dialokasikan untuk aktor hutan, sesuai 
dengan kriteria tertentu. Contohnya termasuk skema Pembayaran untuk 
Jasa Lingkungan (Payment for environmental services – PES) (lihat Kotak 8) 
dan pertukaran hutang-untuk-alam (debts-for-nature swaps – DNS). Studi 
kasus PES dari Kosta Rika dan Meksiko (Karousakis 2007) memberikan 
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gambaran bahwa dimungkinkan untuk memberikan kompensasi pengguna 
lahan secara langsung untuk jasa lingkungan yang dihasilkan. Skema 
kompensasi juga dapat dirancang untuk manfaat non-moneter, seperti 
kepemilikan lahan yang lebih terjamin atau akses ke pelayanan publik.

4.2	 Peraturan langsung 

Penerapan instrumen ekonomi dan keuangan yang dijelaskan di atas, biasanya 
tergantung pada aktor hutan yang memiliki jaminan kepemilikan lahan 
hutan dan kemampuan untuk mengendalikan nasib sumberdaya hutan. Di 
banyak hutan, kondisi seperti itu tidak berlaku, kepemilikan dan akses hutan 
diperdebatkan. Dalam kasus itu, peraturan langsung tentang penggunaan 
hutan dapat menjadi salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia. 

Kotak 8.  Pembayaran untuk jasa lingkungan 

Pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) merupakan bagian dari paradigma 
konservasi baru yang secara eksplisit mengakui kebutuhan untuk menjembatani 
kepentingan pemilik tanah dan pihak lainnya melalui pembayaran kompensasi. 
Skema PES dapat didefinisikan sebagai transaksi sukarela dan bersyarat dengan 
setidaknya satu penjual, satu pembeli dan jasa lingkungan yang didefinisikan 
dengan baik. Persyaratan—’prinsip menyerupai bisnis’ berarti pembayaran 
dilakukan hanya jika layanan betul-betul diberikan—adalah fitur PES yang 
paling inovatif. 

Pembayaran kepada pemilik tanah untuk mengurangi deforestasi demi 
kepentingan mengurangi emisi karbon adalah sebuah contoh dari PES. Empat 
jasa lingkungan REDD yang dapat ditargetkan oleh PES adalah penyimpanan 
karbon, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai 
dan keindahan lansekap. 

Rancangan skema PES harus memperhitungkan penentuan kondisi awal 
yang jelas, perhitungan biaya kesempatan yang dihadapi oleh ’penjual‘ jasa 
ekosistem dan kebutuhan untuk menyesuaikan mekanisme pembayaran 
untuk kapasitas kelembagaan. Selain itu, PES harus ditargetkan untuk agen 
yang secara efektif dapat mengontrol penggunaan lahan, yang keputusannya 
dapat dipengaruhi oleh pembayaran transfer. 

Kebanyakan skema PES saat ini ditemukan di negara-negara maju dan mayoritas 
dijalankan oleh negara, bukan sektor swasta. Di negara-negara berkembang, 
pengembangan program PES dihambat oleh minimnya kemauan membayar, di 
sisi permintaan, dan minimnya kapasitas pelaksanaan, di sisi penawaran.

(Wunder 2007)



Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang?  |  39

Peraturan langsung biasanya disebut sebagai ‘komando dan kendali’, dan 
berkaitan dengan pendirian dan penegakan hukum dan peraturan yang 
mengarahkan perilaku aktor hutan. Peraturan langsung adalah bentuk paling 
umum dari kebijakan lingkungan dan perencanaan tata guna lahan. Peraturan 
ini dapat secara langsung mengatasi konversi hutan dan degradasi hutan 
dengan menjadikan aktivitas tersebut ilegal, sebagai contoh, melalui penetapan 
taman nasional, larangan pembalakan dan pembakaran hutan dan zonasi tata 
guna lahan. 

Peraturan langsung memberi kesempatan bagi pengambilan keputusan 
penting dengan menggunakan hak prerogatif yang dapat memiliki dampak 
signifikan pada trajektori perlindungan atau hilangnya hutan. Perencanaan 
dan rancangan infrastruktur transportasi sangat penting mengingat hubungan 
yang erat antara pembangunan jalan dan pembukaan lahan. Menurut Chomitz 
dkk. (2007), “menyediakan akses jalan adalah faktor utama deforestasi paling 
efektif yang berada di bawah kendali kebijakan”. Dan seperti yang disarankan 
dalam bagian sebelumnya, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam 
peraturan industri kehutanan dalam hal penegakan istilah konsesi pembalakan 
dan memastikan bahwa industri pengolahan kayu menggunakan serat kayu 
yang disuplai secara legal dan lestari. 

Kawasan lindung seperti taman nasional sekarang mencakup sepertujuh 
hutan di dunia, dan jumlahnya telah berkembang pesat selama dua dekade 
ini. Efektivitas taman nasional ini bervariasi, mulai dari ‘taman kertas’ yang 
tidak efektif ke ‘alat konservasi’ yang efektif, seperti ditinjau oleh Chomitz dkk. 
(2007). Tapi secara umum, deforestasi di kawasan lindung cenderung lebih 
rendah daripada di luar kawasan ini (Bruner dkk. 2001). Brasil, Kosta Rika, 
Madagaskar dan Uganda merupakan contoh negara dimana taman nasional 
telah menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan. Efektivitas kawasan 
lindung sering dikurangi dengan biaya operasional bruto yang rendah. Skema 
REDD bisa berkontribusi terhadap penetapan kawasan lindung baru. Dalam 
beberapa kasus, transfer REDD juga bisa berkontribusi terhadap biaya untuk 
kawasan lindung yang sudah ada karena peningkatan perlindungan cadangan 
karbon jika sudah tersedia penetapan kondisi awal.

Menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari 
peraturan 
Peraturan yang tidak tepat secara tidak sengaja dapat menghambat kegiatan 
yang dapat berfungsi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. 
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Sebagai contoh, di banyak negara, peraturan tentang pemanenan, transportasi 
dan penjualan hasil hutan bukan kayu, model peraturannya tidak tepat karena 
awalnya dibuat untuk kayu sehingga memaksakan biaya yang sangat besar bagi 
produsen skala kecil (Belcher dan Schreckenberg 2007). Sekalipun demikian, 
komersialisasi hasil hutan bukan kayu kadang-kadang juga dapat membantu 
mencegah konversi hutan untuk kegunaan lain (Kusters dkk. 2007). Seperti 
halnya subsidi yang bertentangan, seperti yang dijelaskan dalam instrumen 
ekonomi dan keuangan, langkah pertama dalam mengendalikan deforestasi dan 
degradasi hutan seharusnya dengan menghapus peraturan yang tidak tepat. 

Baru-baru ini, adanya upaya menjauhi tindakan perintah dan pengendalian 
karena meningkatnya pengakuan akan pemerintahan yang terbatas, korupsi 
dan pilih kasih dalam areal hutan di perbatasan sering menghambat 
penegakan hukum yang efektif. Memang, peraturan yang terlalu rumit sering 
dianggap meningkatkan peluang korupsi. Efektivitas peraturan langsung 
sangat tergantung pada kejelasan dan ketepatan dengan hukum yang ada dan 
kemampuan pemerintah atau para pemangku kepentingan lainnya, seperti 
masyarakat lokal untuk melaporkan pelanggaran dan menegakkan hukum dan 
memberikan pinalti bagi yang tidak patuh (Gregersen dkk. 2005; Colchester 
dkk. 2006). 

Dalam istilah keadilan, ada bahaya bahwa penegakan hukum hutan yang 
ada dapat menyebabkan kriminalisasi pengguna hutan skala kecil, seraya 
mengabaikan aktor paling penting yang menyebabkan deforestasi. Dalam 
studi kasus di lima negara, Colchester dkk. (2006) menemukan bahwa 
penegakan hukum hutan secara sistematis cenderung bias terhadap pengguna 
hutan skala kecil dan menjadikan kaum pedesaan miskin sebagai target 
kejahatan dan mengijinkan pengusaha yang lebih kuat di balik kejahatan 
hutan, dibiarkan bebas. Salah satu cara untuk mengatasi ketidakadilan ini 
adalah dengan memobilisasi alat-alat penegakan hukum yang secara alami 
lebih tertuju kepada para kriminal yang memicu aktivitas ilegal skala besar. 
Alat penegakan hukum ini, termasuk di dalamnya penuntutan yang berkaitan 
dengan pencucian uang dan aktivitas korupsi dalam kasus pembalakan liar 
(Setiono dan Husein 2005).

Kendala internasional pada peraturan 
Pilihan kebijakan tingkat nasional untuk mengatasi eksploitasi hutan 
yang berlebihan dihalangi oleh perjanjian perdagangan dan investasi 
internasional. Sebagai contoh, keunggulan yang diberikan kepada peraturan 
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perdagangan tidak memungkinkan pendekatan dengan peraturan untuk 
memerangi perdagangan internasional untuk produk kayu ilegal di negara-
negara konsumen. Akibatnya, Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata 
Kelola dan Perdagangan Kehutanan Uni Eropa (European Union’s Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT Action Plan) terbatas 
pada skema perizinan bilateral sukarela untuk menghindari pelanggaran 
aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut Humphreys (2006), 
dianutnya ‘neoliberalisme’ secara global adalah penjelasan kunci bagi 
kegagalan masyarakat internasional untuk menciptakan skema yang efektif 
dalam mengatasi tantangan dari deforestasi dan degradasi hutan, meskipun 
telah terjadi diskusi selama bertahun-tahun di Forum Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Kehutanan dan forum-forum selanjutnya.

4.3 	 Penguatan mekanisme tata kelola dan kapasitas 
lembaga 

Mekanisme tata kelola yang kuat dan kapasitas kelembagaan diperlukan 
untuk mendukung rancangan dan pelaksanaan yang efektif dari instrumen 
ekonomi dan keuangan, dan peraturan langsung. Secara khusus, tiga areal 
penting untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan adalah 
kepemilikan dan hak milik, integritas prosedural pengambilan keputusan 
dan kemampuan lembaga.

Kepemilikan dan hak milik 
Seperti dijelaskan dalam Bagian 3, skema kepemilikan tanah dan hak milik 
memiliki implikasi yang kuat terhadap cara penggunaan lahan. Di banyak 
negara tropis, hak milik atas tanah tergantung pada definisi resmi ‘penggunaan’ 
yang terkait dengan lahan terbuka, dukungan pembukaan hutan untuk 
konsolidasi kepemilikan tanah pribadi melalui ‘penggunaan aktif ’ dan untuk 
menghindari pengambilalihan. Mekanisme dari ‘kegiatan pertanian menetap 
melalui deforestasi’ ini dapat terjadi secara informal (misalnya tetangga atau 
penghuni liar yang lebih mudah menerima klaim atas sebidang tanah yang 
sedang digarap) maupun di tingkat kebijakan, dengan mengalokasikan 
jaminan kepemilikan tanah dan sertifikat tanah hanya kepada mereka yang 
menebang hutan secara bertahap. Langkah pertama untuk mengendalikan 
deforestasi adalah menghapus skema yang memerlukan pembukaan hutan 
untuk menetapkan dan menjamin hak milik, dengan demikian secara efektif 
tidak menghubungkan hak-hak tanah dari deforestasi. 
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Hak properti yang terdefinisikan dengan baik juga penting untuk memberikan 
insentif bagi sektor swasta untuk melakukan investasi paling menguntungkan 
dari pemanfaatan sumberdaya hutan jangka panjang. Bahwa konservasi hutan 
sebenarnya merupakan penggunaan lahan yang paling menguntungkan, 
menjamin hak milik dapat menghasilkan manajemen yang lebih lestari. 
Dalam kasus-kasus dimana biaya peluang untuk konversi hutan itu tinggi, 
kepemilikan bersyarat dapat digunakan sebagai suatu bentuk pembayaran 
in-kind (bukan uang) untuk jasa lingkungan, sehingga membuat jaminan 
kepemilikan menjadi tergantung dari pengelolaan hutan secara lestari. 
Strategi ini masih dalam taraf pengujian di situs RUPES (Memberikan 
penghargaan pada masyarakat miskin dataran tinggi untuk jasa lingkungan/
Rewarding Upland Poor for Environmental Services) di Asia Tenggara (www.
worldagroforestrycentre.org/Sea/). 

Inovasi lain, yang dicontohkan oleh cadangan ekstraktif di Brazil, adalah 
penetapan kawasan lokal milik umum dengan peraturan pengelolaan hutan 
lestari untuk menghindari konversi lahan dan memerangi spekulasi lahan. 
Walaupun demikian, contoh lain, adalah promosi jaringan cadangan hutan 
swasta, yang baru-baru ini menjamur di Amerika Latin, yang berfungsi 
sebagai saluran dukungan kolektif untuk peningkatan penghasilan dan untuk 
mengamankan properti dari invasi. Strategi inovatif seperti ini harus berjalan 
seiring dengan pemantauan kondisi hutan. 

Keterpaduan prosedur pengambilan keputusan
Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, tata kelola sektor hutan telah 
dicirikan dengan alokasi sumberdaya publik yang top-down dan nontransparan, 
sering kali dengan mengorbankan kepentingan umum dalam menghindari 
deforestasi dan degradasi hutan. Meningkatkan keterpaduan prosedural 
dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hutan dapat membantu 
memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan yang lebih luas 
juga diperhitungkan. 

Adanya akses terhadap informasi dan transparansi dalam hal pengambilan 
keputusan yang mempengaruhi hutan dapat membantu memberdayakan 
konstituen demi kepentingan umum. Dengan asumsi bahwa individu dan 
pembuat kebijakan membuat keputusan rasional, ketersediaan informasi 
yang tepat waktu dan dapat diandalkan dapat meningkatkan kapasitas 
tawar-menawar mereka dan pembuatan keputusan yang tepat. Transparansi 
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mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan kemampuan 
masyarakat serta organisasi kepentingan umum untuk memastikan badan-
badan pemerintah dan perusahaan swasta agar bertanggung jawab atas 
kinerja mereka dalam pengelolaan hutan. Informasi mengenai status dan tren 
hutan dan usulan perubahan status (seperti konversi untuk pertanian) dapat 
lebih memungkinkan pelaksanaan keputusan rasional pemanfaatan lahan 
atau tindakan sipil terhadap aksi-aksi politis yang dilakukan oleh para elit. 
Meningkatnya pengungkapan informasi operasional oleh industri hutan dapat 
menginformasikan konsumen dan pengambilan keputusan yang berkenaan 
dengan peraturan (Barr 2001; Spek 2006). 

Alat-alat baru yang menggunakan penginderaan jauh dan akses publik 
terhadap informasi, telah meningkatkan efisiensi mekanisme untuk 
mengendalikan deforestasi. Sebagai contoh, Chomitz dkk. (2007) melaporkan 
bahwa pengenalan sistem tersebut di Negara Bagian Mato Grosso di Brasil, 
yang mendaftarkan sebuah lokasi dengan jumlah properti yang besar dan 
menggunakan penginderaan jauh untuk melacak kepatuhan mereka terhadap 
peraturan penggunaan lahan, memang terlihat mengubah perilaku pemilik 
tanah ke arah yang konsisten dengan pengurangan deforestasi yang ilegal. 

Partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan 
perencanaan dan implementasi dari kebijakan kehutanan. Pengambilan 
keputusan yang berhubungan dengan hutan sangat penting bagi masyarakat 
umum karena pendapatan keuangan dan manfaat jasa ekosistem yang 
lebih luas yang sering dipertaruhkan. Namun, masyarakat yang terletak di 
dalam dan sekitar hutan dipertaruhkan dalam pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan hutan, karena perubahan dalam pengelolaan hutan akan 
sangat mempengaruhi kepentingan mereka, apakah sebagai korban deforestasi 
atau penerima manfaat. Lebih lanjut, kerjasama mereka sangat penting dalam 
implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hutan (Colfer dkk. 
1999; Purnomo dkk. 2005; Colfer 2005). 

Lembaga yang memiliki kemampuan
Kapasitas suatu pemerintahan untuk merancang, menerapkan dan memastikan 
dilaksanakannya kebijakan adalah kunci untuk menjamin efektivitasnya. 
Kapasitas dapat ditumbuhkan di tingkat nasional, regional dan lokal untuk 
memastikan bahwa masing-masing tingkat ini dialokasikan tingkat tanggung 
jawab yang sesuai dan sumberdaya untuk melengkapinya. 
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Dihubungkan dengan pembahasan di atas mengenai pentingnya hak 
milik, gelombang baru reformasi kepemilikan hutan yang dirancang 
untuk memperkuat hak-hak lokal terhadap sumberdaya hutan (Wily 2004; 
lihat juga www.rightsandresources.org), memberi pengalaman berguna 
untuk membangun reformasi kelembagaan masa depan dan usaha-usaha 
memperkuatnya. Banyak reformasi telah dihalangi oleh tidak cukupnya 
pendelegasian dan korupsi dalam distribusi hak dan royalti, klaim formal atau 
informal yang berlebihan dalam memperoleh manfaat aliran oleh instansi 
pemerintah dan kegagalan dalam memastikan bahwa jaminan kepemilikan 
sesuai dengan penguatan organisasi dan standar minimal lingkungan (Ribot 
2002; Oyono dkk. 2006). Kebijakan yang mendukung pelimpahan hak milik, 
bersama dengan dukungan bagi pemerintahan lokal (misalnya, aturan yang 
jelas tentang hak-hak dan tanggung jawab, sistem pengawasan dan sanksi) 
dan insentif yang tepat, bisa mendukung hasil yang lebih efektif. 

Ada semakin banyak bukti (Molnar dkk. 2004; Mayers 2006; Chomitz 
dkk. 2007) bahwa perusahaan kehutanan masyarakat dan perusahaan 
kehutanan skala kecil dan menengah menjanjikan arah yang lebih jelas 
menuju manajemen hutan lestari, khususnya bagi pengentasan kemiskinan, 
dibandingkan dengan sektor industri kehutanan. Namun secara historis, para 
pemangku kepentingan tersebut tidak terlayani oleh badan-badan kehutanan 
dalam hal dukungan terhadap peran mereka dalam pengelolaan hutan lestari. 
Agar inisiatif pengelolaan masyarakat sekitar hutan dan penduduk asli dapat 
berhasil, elemen kunci dukungan meliputi: 

· 	 Perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan hak-hak politik. 
·	 Penguatan lembaga intermediasi yang menyediakan bantuan pengembangan 

usaha atau bantuan teknis kepada masyarakat. 
· 	 Model sertifikasi yang lebih tepat untuk masyarakat (berdasarkan 

pendekatan ‘kriteria dan indikator’) 
· 	 Pengembangan kemitraan perusahaan-masyarakat (El Lakany dkk. 2007).

4.4	 Implikasi bagi masa depan skema REDD

Analisis pilihan kebijakan yang disajikan di atas menunjukkan  
beberapa implikasi bagi perencanaan dan implementasi strategi REDD di 
tingkat nasional. 
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Pertama, strategi REDD nasional harus memberikan perhatian awal untuk 
menghilangkan kebijakan yang mengurangi biaya dan risiko dari kegiatan 
yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan, atau menghambat 
kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan hutan lestari. Dalam daftar 
teratas, harus dilakukan penghapusan subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang 
mendorong pembukaan hutan, termasuk yang membuat pengembangan 
pertanian, peternakan atau bioenergi lebih menguntungkan, dan subsidi 
yang mengurangi risiko investasi pada industri kehutanan dengan tidak ada 
pasokan kayu yang lestari. Peninjauan kembali peraturan yang menghambat 
perusahaan skala kecil dan hutan masyarakat dan menciptakan kesempatan 
terjadinya korupsi seperti prosedur perijinan yang memberatkan untuk 
eksploitasi produk hutan nonkayu.
 
Namun, penghapusan subsidi dan peraturan yang kurang tepat saja tidak 
selalu cukup untuk menghentikan kekuatan yang menyebabkan deforestasi 
dan degradasi hutan. Misalnya, permintaan minyak kelapa sawit untuk 
konsumsi manusia akan cenderung meningkat, bahkan tanpa adanya subsidi 
untuk bioenergi. Ketika biaya peluang dari konversi hutan untuk kegunaan lain 
itu tinggi, kombinasi pilihan kebijakan yang melibatkan insentif positif dan 
peraturan langsung akan diperlukan, jika deforestasi ingin dihindari. Jika hak-
hak kepemilikan hutan jelas dan terjamin, transfer pembayaran swasta secara 
langsung seperti skema PES menjanjikan untuk mengubah perilaku pemilik 
tanah. Di tempat lain, strategi REDD mungkin membutuhkan investasi awal 
untuk klarifikasi kepemilikan hutan. 

Penerapan peraturan langsung dalam konteks strategi REDD perlu diterapkan 
dengan hati-hati guna mencapai target paling signifikan dalam membatasi 
peluang deforestasi yang ‘tidak tepat’ dan untuk menghindari konsekuensi 
negatif yang tidak diinginkan, terutama bagi kaum miskin di pedesaan. 
Peningkatan upaya penegakan hukum yang ditujukan bagi kejahatan hutan 
yang dilakukan oleh industri, memastikan bahwa pembangunan jalan baru 
tidak akan membuka akses ke hutan yang rentan dan peningkatan kepatuhan 
dari perusahaan-perusahaan komersial harus dipertimbangkan sebagai 
prioritas tinggi.

Pelaksanaan mekanisme insentif baru dan pendekatan yang memiliki target 
lebih baik untuk mendukung REDD, pada gilirannya, akan memerlukan 
pembentukan mekanisme tata kelola yang baru dan kapasitas kelembagaan. 
Skema transfer pembayaran, misalnya, hanya dapat efektif pada skala besar 
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jika organisasi perantara hadir untuk mengalokasikan dan menyalurkan 
dana secara transparan dan efisien dan jika mekanisme pemantauan tersedia 
untuk memastikan performa ‘penjual’. Penetapan target yang lebih efektif atas 
kejahatan hutan skala industri tidak akan menghasilkan tuntutan yang sukses 
tanpa investasi dalam penguatan kapasitas para pejabat sistem peradilan. Dan 
akhirnya, pergeseran menuju kehutanan skala kecil dan kehutanan masyarakat 
akan membutuhkan keterampilan baru dari lembaga-lembaga kehutanan agar 
dapat menyediakan layanan dukungan yang sesuai.



Deforestasi dan degradasi hutan diakibatkan oleh hubungan faktor-faktor 
sosial, ekonomi, lingkungan dan politik yang rumit. Sangat sulit untuk 
mengungkap penyebab deforestasi dan kerusakan hutan secara umum, dan 
untuk mengusulkan tanggapan yang sesuai secara umum. Selain itu, jarang 
ada solusi yang ‘satu ukuran yang cocok untuk semua’. Beda daerah memiliki 
penyebab tak langsung yang berbeda, dan beda pula kapasitasnya dalam 
memberikan tanggapan, sehingga membutuhkan tanggapan yang disesuaikan 
dengan konteks yang spesifik. 

Pada saat yang sama, tantangannya sebenarnya sederhana dimana lahan hutan 
dibuka untuk penggunaan lain atau dirusak oleh individu, perusahaan atau 
aktor pemerintah yang bisa memperoleh pendapatan lebih tinggi dengan 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dibandingkan jika melindungi 
hutan. Setiap strategi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan pada 
setiap tingkat agregasi harus dapat mengatasi kenyataan mendasar ini. 

Usulan skema REDD global dan strategi REDD nasional yang saat ini 
sedang didiskusikan, mengusulkan untuk mengatasi tantangan ini dengan 
menyediakan sumberdaya keuangan—dalam bentuk pembayaran ‘kompensasi’ 
atau ‘insentif ’—untuk mengubah penghitungan biaya manfaat yang saat ini 
mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan. Pelajaran apa yang dapat 
dipetik, dari penelitian lebih dari satu dekade, yang relevan dengan perdebatan 
REDD dan penelitian lebih lanjut seperti apa yang dibutuhkan? Bagian berikut 
merangkum tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pemantauan dan 
kondisi awal, pilihan kebijakan, serta kebutuhan kelembagaan dan tata kelola.

Implikasi kebijakan dan penelitian 
lebih lanjut untuk mendukung REDD

5
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5.1 	 Pemantauan karbon hutan dan kondisi awal

Berbagai estimasi tutupan hutan dan laju deforestasi yang disajikan dalam Bagian 
2.1 menunjukkan bahwa upaya pemantauan hutan hingga kini mencerminkan 
ketidakpastian. Data degradasi hutan bahkan kurang dapat diandalkan. Agar 
skema REDD dapat berfungsi seperti yang diharapkan, dibutuhkan definisi, 
sistem dan metode yang lebih kuat untuk memantau perubahan dalam cadangan 
karbon hutan. Kolaborasi antara negara maju dan berkembang diperlukan 
untuk menghasilkan dan memproses data yang dapat diandalkan, sekaligus 
memperkuat kapasitas personil yang terlibat. 

Namun demikian, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 2, teknologi baru 
yang dikombinasikan dengan insentif baru yang disediakan oleh REDD, 
menjanjikan untuk menjadi ‘cukup baik’ untuk memfasilitasi pergerakan yang 
maju seiring dengan perkembangan skema REDD. Data penginderaan jauh 
yang didukung oleh observasi di lapangan merupakan kunci pemantauan 
yang efektif dan efisien. Dengan demikian, penggunaan sensor aktif atau 
nonoptik resolusi tinggi diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi 
data. Namun saat ini, hanya beberapa negara berkembang yang memiliki data 
dan kemampuan untuk mengambil, mengolah, dan menganalisisnya dengan 
baik. Salah satu langkah yang diperlukan adalah penilaian kapasitas nasional 
untuk menganalisis data perubahan tutupan lahan dan cadangan karbon di 
negara berkembang, bersamaan dengan upaya peningkatan kapasitas ini. 
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menghitung cadangan karbon di 
negara-negara tropis. Perhatian khusus harus diberikan pada ketidakpastian 
dan kesenjangan tertinggi, termasuk yang terkait dengan degradasi hutan dan 
lahan gambut tropis. 

Penentuan kondisi awal REDD yang tepat memerlukan pergulatan dengan 
sejumlah ketidakpastian. Seperti dijelaskan dalam Bagian 2.1, perkiraan laju 
deforestasi di masa lalu sangat bervariasi dan sering bertentangan. Selain 
itu, ekstrapolasi kondisi awal dari laju deforestasi masa lalu mungkin perlu 
dilakukan dengan hati-hati, karena tiga alasan. 

Pertama, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 2.2, pustaka tentang ‘transisi 
hutan‘ menunjukkan bahwa laju deforestasi suatu negara tidak mungkin linier 
dari waktu ke waktu. Setelah adanya pemicu awal dan faktor-faktor yang 
mempercepat konversi hutan dalam tahap awal pembangunan nasional, faktor 
lain yang mendukung stabilisasi tutupan hutan mulai memainkan peran. 
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Kedua, negara yang berbeda dan wilayah dalam negara ditempatkan pada 
titik yang sangat berbeda dalam transisi hutan. Perundingan politik di tingkat 
global dan nasional harus menentukan ‘keadilan’ dalam mengalokasikan 
sumberdaya REDD lintas yurisdiksi dengan titik tolak yang berbeda, dan pada 
saat yang sama, hal apa yang efektif untuk mengurangi hilangnya hutan. Di sisi 
lain, membebaskan setiap negara untuk mengembangkan metodologi kondisi 
awal nasional mereka sendiri bukanlah merupakan proposal yang cocok 
untuk insentif—masing-masing negara akan mempunyai insentif keuangan 
langsung untuk menentukan kondisi awal deforestasi setinggi mungkin, 
agar memenuhi syarat untuk transfer REDD yang lebih besar. Oleh karena 
itu, metodologi penentuan kondisi awal REDD yang telah disepakati secara 
internal, diperlukan dalam rangka membuat sistem yang terpercaya. 

Ketiga, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 3, banyaknya pemicu deforestasi 
akan membuat program REDD nasional sulit berpengaruh. Faktor-faktor 
seperti pertumbuhan populasi, pergerakan nilai tukar dan harga komoditas 
internasional, telah merendahkan target untuk kebijakan-kebijakan yang 
ditujukan untuk mempengaruhi hutan. Metode yang digunakan untuk 
menentukan kondisi awal REDD harus mampu mengakomodasi tingkat 
ketidakpastian yang melekat yang berhubungan dengan asumsi mengenai 
pembangunan masa depan (misalnya kemampuan pemerintah untuk 
mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan). 

Dengan asumsi bahwa skema REDD diimplementasikan pada skala nasional, 
prioritas tertinggi untuk penelitian lebih lanjut tentang metode kondisi awal 
meliputi: a) analisis dan pembuatan model dari sejarah perubahan tutupan 
hutan; b) analisis sejauh mana model-model tersebut dapat mewakili masa 
depan proyeksi dari parameter biofisik dan sosial ekonomi dalam suatu skema 
REDD tertentu; dan c) analisis pentingnya skala geografis penilaian (misalnya 
nasional vs. subnasional) untuk kondisi awal nasional.

5.2 	 Pilihan kebijakan

Di antara pilihan kebijakan yang telah menyedot perhatian paling besar 
dalam pembahasan REDD adalah prospek transfer pembayaran langsung 
ke pengguna hutan perorangan, untuk mendorong perubahan perilaku 
mereka dalam mendukung perlindungan hutan. Jelas, pengaturan PES 
menawarkan beberapa janji untuk mengubah keputusan deforestasi, baik 
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untuk penyimpanan karbon saja atau dalam kombinasi dengan pelayanan 
ekosistem berbasis hutan lainnya. 

Namun, seperti dibahas di Bagian 4, skema PES cenderung hanya layak pada 
kondisi tertentu, yang meliputi kemungkinan mengidentifikasi setidaknya 
satu ‘penjual’ yang layak. Bergerak maju bersama skema PES atau mekanisme 
insentif ekonomi lainnya dengan tidak adanya kejelasan hak atas tanah dan 
penggunaan sumberdaya dapat bersifat kontraproduktif, yang dapat mengarah 
pada konflik serta marginalisasi penuntut yang kurang kuat. Karena sebagian 
besar hutan di negara berkembang secara de facto kawasannya ‘terbuka’ dan/
atau kepemilikannya diuji. Suatu proses untuk menetapkan properti dan/atau 
hak akses yang jelas harus mendahului pelaksanaan pembayaran transfer serta 
kewajiban jika terjadi kegagalan dalam perlindungan hutan. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan pada kondisi yang diperlukan bagi skema 
PES untuk menjadi efektif, efisien dan adil, yang menghubungkan kepedulian 
dunia, seperti mengendalikan emisi iklim, dengan kepentingan nasional 
dan lokal. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana 
skema-skema tersebut dapat memadukan jasa lingkungan yang beragam 
(seperti penyimpanan karbon dan perlindungan daerah aliran sungai). Upaya 
percontohan REDD dapat menjadi ‘laboratorium’ untuk penelitian semacam 
itu, meskipun perlu disertai dengan pemantauan yang teliti dan umpan balik, 
untuk memastikan bahwa konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dapat 
diidentifikasi dan ditangani. Penelitian juga diperlukan untuk menerangi 
praktek terbaik dalam menjelaskan dan mengamankan kepemilikan hutan 
dengan cara-cara yang efisien dan meminimasi konflik. 

Sementara itu, upaya untuk mengendalikan deforestasi di daerah tanpa 
penanganan yang sah dan efektif, sebagian besar harus bergantung pada 
pendekatan peraturan yang hingga kini pada kebanyakan kasus, tidak begitu 
sukses seperti dibahas dalam Bagian 4.2 dan berisiko. Tujuan kebijakan 
eksklusioner apapun harus disertai dengan upaya untuk melindungi hutan 
adat dan mengatasi kelemahan dalam pendekatan saat ini untuk penegakan 
hukum, yang sering menjadi tidak efektif dan tidak adil. Penelitian lebih 
lanjut diperlukan terhadap pemahaman bagaimana mendapatkan komitmen 
pemerintah dan dukungan lokal untuk penegakan hukum yang lebih baik. Studi 
perbandingan antarnegara dapat memberikan panduan tentang pendekatan 
yang paling efektif (Tacconi 2007). 
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Sebagai pelengkap untuk pembayaran transfer langsung, beberapa perubahan 
kebijakan melalui hak prerogatif seperti yang disarankan dalam Bagian 3 dapat 
memberikan dampak signifikan terhadap laju konversi dan degradasi hutan. 
Memang, langkah pertama menuju pengurangan hilangnya hutan adalah 
dengan menghapus kebijakan dan lembaga-lembaga yang memihak deforestasi 
yang tidak tepat. Tindakan-tindakan tersebut meliputi penghapusan subsidi 
yang berasal dari sektor-sektor lain untuk kegiatan yang meningkatkan tekanan 
untuk konversi hutan, termasuk perluasan pertanian, skema pemukiman, 
dan pembangunan perkebunan/hutan tanaman dan jalan di kawasan hutan. 
Pelaksanaan kebijakan seperti itu membutuhkan koordinasi kelembagaan 
antar sektor. 

Dalam sektor kehutanan, penarikan dukungan bagi perusahaan-perusahaan 
yang terlibat dalam perusakan hutan, atau industri yang terlibat dalam 
pembangunan kapasitas pengolahan kayu yang berlebihan, akan dapat 
mengatasi faktor-faktor kunci yang menyebabkan degradasi hutan. Namun 
demikian, keberlangsungan politik dari reformasi kebijakan yang demikian 
dinilai rendah karena mereka akan membutuhkan kemauan politik yang nyata 
untuk mengatasi kepentingan pribadi dalam kebijakan dan perencanaan yang 
ada saat ini. Penelitian bisa menjelaskan bagaimana keuangan dan insentif lain 
yang baru yang terkait dengan proyek percontohan REDD dapat mengubah 
ekonomi politik akses komersial terhadap sumberdaya hutan.

5.3	 Kebutuhan kelembagaan dan tata kelola

Lemahnya lingkungan kelembagaan dan tata kelola merupakan ciri negara-
negara tropis dan kawasan yang memiliki sisa areal hutan yang signifikan. 
Akibatnya, setiap upaya mengatasi deforestasi dan degradasi hutan—apakah 
dalam konteks upaya REDD atau sebaliknya—harus memasukkan upaya 
jangka panjang untuk menciptakan dan mereformasi institusi, memperkuat 
proses tata kelola, dan membangun kapasitas untuk melaksanakan model 
baru manajemen hutan. 

Desain dan pelaksanaan program REDD memerlukan penyeimbangan antara 
efisiensi, efektivitas dan keadilan, dan pembagian risiko. Sebagai contoh, 
apakah sumberdaya harus ditargetkan untuk areal dengan potensi terbesar 
bagi pengurangan emisi (seperti lahan gambut di Indonesia) atau areal 
yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi? Haruskah REDD dilakukan 
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dimana terdapat risiko para elit mengambil pembayaran transfer atau dana 
yang hilang akibat korupsi? Pilihan semacam itu adalah keputusan politik 
yang dapat diinformasikan, tapi tidak ditentukan oleh penelitian ilmiah dan 
analisis ekonomi. 

REDD hanya dapat melangkah dengan kecepatan yang memungkinkan 
partisipasi dari para pemangku kepentingan terkait dalam membangun 
konsensus, berkenaan dengan melangkah maju bagaimana cara terbaik 
untuk memanfaatkan sumberdaya hutan terhadap mitigasi perubahan iklim. 
Norma-norma pemerintahan baru, keterampilan dan praktek oleh pejabat 
pemerintahan terkait serta kelompok kunci para pemangku kepentingan 
lainnya akan diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang 
transparan dan inklusif. 

Selain perbaikan prosedur untuk pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya 
REDD memerlukan klarifikasi yang berkaitan dengan hak dan tanggung 
jawab yang berkaitan dengan hutan. Sebagaimana disebutkan di atas, agar 
skema pembayaran transfer yang diusulkan dapat menjadi efektif, hak 
atas tanah dan sumberdaya hutan perlu diklarifikasi dan dijamin di tangan 
penjaga hutan, dengan legitimasi dan kapasitas untuk mempengaruhi nasib 
hutan. Dalam banyak kasus, ini berarti memperkuat pancang masyarakat lokal 
dalam melindungi aset hutan dan membangun hubungan dengan organisasi 
lokal untuk kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat, seperti mengendalikan 
eksploitasi hasil hutan, penegakan peraturan terhadap orang asing dan 
pengendalian kebakaran. Masyarakat lokal dan produsen skala kecil akan 
membutuhkan dukungan untuk dapat mengakses mekanisme REDD yang 
setara dengan aktor yang lebih besar. Penahapan atas upaya ini juga penting: 
mengamankan kepemilikan hutan yang tidak memiliki insentif dan lembaga 
yang tepat, secara tidak sengaja dapat meningkatkan hilangnya hutan. 

Pelaksanaan kegiatan REDD tanpa adanya kondisi yang dijelaskan di atas, 
menimbulkan risiko bahwa kondisi masyarakat yang rentan dapat menjadi lebih 
buruk. Marginalisasi masyarakat yang bergantung pada hutan dapat terjadi jika 
para aktor yang memiliki kekuasaan, mengambil sewa penyimpanan karbon 
dari sumberdaya hutan untuk dirinya sendiri4 atau jika upaya penegakan 
hukum represif diarahkan pada pengguna hutan skala kecil. Penelitian lebih 

4  Di Sumatera Selatan, sebagai contoh, pemilik tanah yang baru bermunculan untuk 
mengambil manfaat dari peluang skema plasma yang menguntungkan dengan perusahaan 
hutan tanaman akasia yang besar (Awang dkk. 2005).
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lanjut diperlukan untuk memperlihatkan kondisi minimal pemerintahan yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan REDD.
 
Bahwa deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh eksploitasi dan konversi 
hutan untuk skala komersial, keberhasilan REDD akan tergantung pada 
sejumlah reformasi. Seperti yang dijelaskan di Bagian 4, ini meliputi reformasi 
hukum dan peraturan untuk memperjelas dan merasionalisasi standar legalitas, 
penguatan sistem peradilan untuk menangani kejahatan kehutanan dan 
kemauan politik pada tingkat tertinggi untuk mengurangi toleransi terhadap 
korupsi di sektor kehutanan. Selain itu, kerjasama internasional diperlukan 
untuk mengatasi penyebab tak langsung dari deforestasi yang berada di luar 
jangkauan batas nasional, termasuk permintaan akan produk kayu yang 
diproduksi secara ilegal. Penelitian untuk memantau berbagai upaya nasional 
dan internasional di bawah bendera FLEGT dapat menjadi panduan mengenai 
kebijakan dan pendekatan yang terbukti paling efektif. 

Jika pemerintah memilih menerapkan mekanisme pembayaran transfer 
yang disebutkan dalam REDD, mereka perlu mendukung pembentukan 
lembaga baru dengan legitimasi dan kapasitas untuk mengalokasikan dan 
melaksanakan pembayaran tersebut secara transparan dan efisien. Tantangan 
utamanya adalah memastikan bahwa mekanisme pembayaran dirancang 
sedemikian rupa sehingga dapat mencapai aktor lokal yang sebenarnya 
dalam posisi mengendalikan nasib hutan. Sementara proyek percontohan 
REDD berlangsung, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan 
model mekanisme pembayaran mana yang sukses dalam hal efisiensi dan 
meminimalkan kebocoran. 

Akhirnya, penelitian tentang deforestasi mengusulkan bahwa pembangunan 
kapasitas lembaga nasional dan lokal akan menjadi penting untuk keberhasilan 
implementasi REDD. Beberapa kapasitas yang dibutuhkan bersifat teknis—
misalnya, staf instansi terkait akan memerlukan pengembangan keterampilan 
yang berkaitan dengan metode baru pemantauan karbon, masyarakat 
membutuhkan pelatihan dalam metode pengendalian kebakaran dan pejabat 
dari bea cukai, keuangan dan lembaga peradilan akan membutuhkan kapasitas 
baru untuk menangani kejahatan hutan. Namun, tantangan terbesarnya adalah 
pengembangan kapasitas kelembagaan baru, pada instansi pemerintah serta 
pada kelompok para pemangku kepentingan yang dipengaruhinya. 

Skema REDD tidak akan efektif—dengan kata lain, pohon-pohon tidak 
akan tumbuh pada uang—kecuali jika ada mekanisme tata kelola untuk 
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menerjemahkan bantuan keuangan internasional ke dalam perubahan yang 
berarti di lapangan. Pendanaan REDD internasional akan menjadi penting, 
tetapi harus dilengkapi dengan insentif yang jelas dan komitmen yang kuat 
dari pemerintah negara-negara yang mengalami deforestasi untuk melakukan 
reformasi tersebut. Bukan hanya para menteri lingkungan hidup, tetapi juga 
para menteri yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi, pemerintah 
pada level yang lebih rendah, masyarakat dan pelaku sektor swasta, perlu 
melihat keuntungan dalam berkomitmen untuk REDD. Dengan tidak adanya 
pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif, pembayaran REDD yang 
akan datang dapat menciptakan sumber konflik baru atas sumberdaya hutan 
di antara konstituen di negara-negara penerima. Atau, proses pembangunan 
konsensus dapat membantu mendorong aliansi domestik yang luas untuk 
perubahan. Aliansi semacam itu diperkuat dengan menyertakan tujuan ‘di 
luar jangkauan REDD’, untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari. 
Berbagai aktor, selanjutnya dapat bekerja sama untuk mengubah skenario 
pembangunan yang dominan berdasarkan kelimpahan lahan menjadi strategi-
strategi baru yang menekankan perlindungan cadangan karbon, yang menjadi 
pendorong yang amat kuat untuk mitigasi perubahan iklim.
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Apakah hutan dapat tumbuh 
di atas uang? 
Implikasi penelitian deforestasi bagi kebijakan 
yang mendukung REDD 
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Deforestasi dan degradasi hutan diidenti� kasi sebagai sumber utama gas rumah kaca yang 
berhubungan dengan perubahan iklim. Emisi dari perubahan penggunaan lahan berjumlah 
seperlima dari emisi karbon global saat ini. Selain itu, ada fokus baru dalam upaya memelihara 
hutan yang masih ada—disoroti sebagai salah satu pilihan mitigasi perubahan iklim yang 
paling murah. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di negara-
negara berkembang telah muncul sebagai komponen dari skema perlindungan iklim global 
yang sedang dirundingkan sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto, yang akan berakhir pada 
tahun 2012. 

Laporan ini merangkum kunci pendorong deforestasi dan degradasi hutan, dan pilihan 
kebijakan yang tersedia untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Tulisan ini meninjau 
laju deforestasi saat ini dan isu-isu yang berkaitan dengan pemantauan emisi karbon berbasis 
hutan dan menetapkan kondisi awal. Hasil-hasil penelitian mengenai penyebab langsung dan 
tak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan memberi dasar untuk membuat skema 
pilihan kebijakan REDD, serta menyoroti tantangan yang terkait. Analisis menunjukkan bahwa 
kebijakan perlu untuk mengatasi beragam situasi lokal dan mencakup reformasi ekonomi, 
peraturan dan tata kelola. Tulisan ini memberi kesimpulan dengan merangkum implikasi dari 
analisis untuk pilihan REDD yang saat ini sedang dibahas.

www.cifor.cgiar.org

Center for International Forestry Research 
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui 
penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. 
CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian 
Pertanian International (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR 
berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.


